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ABSTRAK

Nama : Nisran Simamora
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan-Ketentuan Dalam Izin

Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Terhadap
IUP Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong dan IUP Operasi
Produksi Batubara PT. Mitra Tambang Barito)

Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan ketentuan-ketentuan yang telah diatur
dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis
normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa IUP Eksplorasi Timah milik PT.
Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi Batubara milik PT. Mitra Tambang
Barito tidak memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Mineral dan Batubara.
Kondisi tersebut dapat mengakibatkan izin tersebut menjadi tidak sah atau
dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini menyarankan agar
pemerintah segera membuat peraturan pelaksana dalam penyusunan Izin Usaha
Pertambangan.

Kata Kunci:
Izin Usaha Pertambangan, Eksplorasi, Operasi Produksi
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ABSTRACT

Name : Nisran Simamora
Major Program : Law
Title of Thesis :Legal Analysis on the Terms and Conditions of Mining

Exploration License and Exploitation Based On the Law No. 4
of 2009 regarding Mineral and Coal Mining (Case Studies of
Tin Mining Exploration License owned by PT. Bumi Palong
and Coal Mining Production Operation License owned by PT.
Mitra Tambang Barito)

The following thesis is discussing about compliance with the terms and conditions
regulated in the article 39 Law No. 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining
against Mining Exploration License and Production Operation. The thesis used
juridical norms method as research implementation method. The result of this
thesis found that tin mining exploration license owned by PT. Bumi Palong and
coal mining production operation owned by PT. Mitra Tambang Tambang Barito
is not comply the article 39 law regarding mineral and coal mining. The
consequence of that condition is the licenses would be void by administration
court. This thesis recommends the Government too soon issuing the Government
Regulation as the reference in formulating Mining Business License.

Key words:
Mining License, Exploration, Production Operation
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang kaliber dunia.

Bahan tambang atau galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas

bumi, batu bara dan lain-lain. Timah misalnya, dengan produksi 78 ribu ton/tahun,

Indonesia adalah penghasil timah nomor dua dunia. Nikel dengan produksi 96

ribu ton/tahun, Indonesia adalah penghasil nomor lima di dunia. Tembaga dengan

842 ribu ton/tahun adalah nomor lima dunia dan untuk batu bara dan emas

Indonesia adalah nomor 7 dunia.1

Bahan tambang atau bahan galian itu dikuasai oleh negara dan hak

penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi

pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk

mempergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 2 Kegiatan usaha

pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha

pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah

mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada

pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.3

Sejak Indische Mijn Wet 1899 dan hingga Indonesia merdeka, peraturan

perundang-undangan di sektor pertambangan ini tidak mengalami perubahan

berarti. Peraturan di penghujung abad 20 itu baru berubah 68 tahun kemudian

ketika terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

1
Simon F. Sembiring, Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak

Bangsa, (Jakarta: Gramedia, 2009) hlm. 3.

2
Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia

merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang
mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu
pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi
perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara
berkeadilan. Lihat Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

3
Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan Mineral dan Batubara).
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Ketentuan Pokok Pertambangan. 4 Setelah kemerdekaan, terlebih setelah

Pemerintah Orde Baru melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967,

perlahan tapi pasti pertambangan menjadi sektor yang menarik sekaligus sensitif

bagi publik. Menarik karena berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan

Negara dan kian disorot bila harga komoditas dunia melonjak, tapi juga sensitif

karena ekses negatif terhadap lingkungan serta pandangan bahwa pertambangan

belum memberi keuntungan maksimal bagi seluruh stakeholders seperti yang

diharapkan, bahkan banyak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.5

Secara internasional, hukum-hukum negara-negara, khususnya negara-

negara berkembang yang ekonominya berlandaskan kekayaan alam, yang

mengatur bidang pertambangan saat ini mengalami peningkatan dalam hal

cakupan dan segi ketegasan. George W. Pring mengatakan6:

Laws regulating mining are increasing in scope and stringency, based on the
new international paradigm of “sustainable development”- development that
meets the needs of the present without compromising the ability of future
generations to meet their own needs. For mining, this means focusing not
only on traditional economic concerns, but also on new social, economic,
and environmental concerns, particularly in developing nations with
resource-based economies.

Sejak 18 tahun yang lalu, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum pada

saat itu sudah merasa perlu mengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.7

Alasan yang paling utama adalah betapa dinamika dunia pertambangan mineral

dan batu bara di Tanah Air sudah tidak bisa lagi diakomodasi oleh UU yang lahir

di awal Orde Baru tersebut. Begitu pula tantangan kedepannya, semakin dinamis

dan dirasa tidak bisa lagi diregulasi dengan peraturan lama. Dengan

mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

4
Simon F. Sembiring, op.cit., hlm. 26.

5
Simon F. Sembiring, op.cit., hlm. 175.

6
George W. Pring, Mining, Environment and Development: International Law and

Mineral Resources, (Denver: UNCTAD, 1999) hlm. 3.

7
Simon F. Sembiring, op.cit.
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Pertambangan dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan

peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara

yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara

mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan,

guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.8

Selain itu, perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan juga dipicu oleh adanya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, dimana paradigma pengelolaan pertambangan telah berubah dari yang

semula cenderung ke arah sentralistik berubah menjadi desentralistik. Untuk

itulah, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan yang mendasar terhadap

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pertambangan tersebut.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strtegis dan menjawab sejumlah

permasalahan tersebut, maka pemerintah mengusulkan untuk membentuk undang-

undang yang baru tentang pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral

dan batubara. Berdasarkan kewenangannya dalam pengajuan pembentukan

undang-undang, maka pada tahun 2005 Pemerintah mengajukan Rancangan

Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. DPR dan

Pemerintah akhirnya pada tanggal 16 Desember 2008 menyepakati Rancangan

Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini yang sudah

dibahas selama 3,5 tahun sejak 4 Juli 2005, dan sebulan setelahnya Rancangan

Undang-Undang ini sah dan berlaku dengan nomor yaitu Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh

negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh

Pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) bersama dengan pelaku usaha.

8
Konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara.
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2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang

berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat

setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan

izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau

pemerintah daerah (pemda) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

3. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

4. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah,

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan

prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah

dan pemerintah daerah.

5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan

mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah

serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha

pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan

hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.9

Dengan demikian, dalam Undang-Undang Minerba Tahun 2009 telah

membawa perubahan yang besar terhadap prinsip-prinsip pertambangan di

Indonesia, terutama mengenai bentuk-bentuk pengusahaan pertambangan yang

berlaku serta mengenai penyelesaian sengketa di bidang pertambangan yang

timbul antara Pemerintah sebagai pemberi Izin dan pengusaha yang menerima

Izin Usaha Pertambangan. Perubahan prinsip-prinsip dalam pengusahaan

pertambangan yang tertuang dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara tersebut mempunyai dampak yang luas, terutama

berpengaruh pada keputusan pihak asing untuk menanam modal dalam bidang

pertambangan mineral dan batubara, terhadap teknis operasi pertambangan itu

sendiri, serta terhadap politik ekonomi Indonesia pada umumnya dalam rangka

9
Indonesia, Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No.4

Tahun 2009, LN No.4 Tahun 2009, TLN No. 4959, Penjelasan Umum.
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dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 10 Pasal 33 ayat (4)

UUD 1945 mengisyaratkan agar pembangunan ekonomi dibangun atas dasar

kemandirian11, termasuk di dalamnya kemandirian yang berkaitan dengan sumber

pembiayaan pembangunan.12

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut dapat

dilihat antara lain: dihapusnya sistem Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya

Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta mekanisme Kuasa

Pertambangan (KP); adanya Wilayah Pertambangan yang ditetapkan oleh

pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah; digunakannya

sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dibagi menjadi Izin Usaha

Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi

Produksi; bentuk penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan izin-izin

pertambangan melalui pengadilan dan arbitrase, divestasi saham dan sebagainya.

Tentunya kita menyadari bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sangat kontras jika

dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini bisa dilihat mengingat semangat

yang berbeda ketika kedua undang-undang ini dibuat. Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dibuatk ketika

pemerintah pada saat itu sedang gencar-gencarnya mengundang investor asing.

Investor asing sangat dibutuhkan karena ketiadaan dana, ahli dan teknologi dalam

mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya mineral dan batubara.13

Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara dibuat dengan semangat perubahan dimana di Indonesia

10
Kata ‘dipergunakan’ mengandung arti bahwa kekayaan itu harus dikelola untuk

peningkatan kesejahteraan rakyat. Kekayaan yang kita miliki baru dapat dikatakan bermanfaat
apabila sumber kekayaan dari dalam bumi dikeluarkan dan dikelola.

11
UUD 1945 Perubahan Keempat.

12
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (UUSPPN) yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional mengisyaratkan bahwa dana
pembangunan, khususnya dana investasi dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri baik berasal
dari pemerintah maupun masyarakat.

13
Hikmahanto Juwana, Kepastian Hukum di Sektor Pertambangan Pasca Disahkannya

UU Minerba, (Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Online, UU Minerba: Nasionalisasi
atau Privatisasi), Jakarta, Garuda Hotel Nikko, 21 Januari 2009, hlm. 1.
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sudah terjadi perubahan yang fundamental sejak tahun 1998 yang disebut era

reformasi, kemudian masyarakat meyakini bahwa pengusaha, terutama investor

asing, telah menikmati keuntungan yang terlalu besar dari sumber daya alam

Indonesia, diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan peranan lebih besar

kepada pemerintah daerah, serta peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang

lebih dominan dalam penentuan substansi Undang-Undang.14

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah berjalan kurang lebih tiga tahun

ternyata bukanlah tanpa masalah. Yang paling sering kita lihat adalah masalah

tumpang tindih perizinan pertambangan dengan bentuk-bentuk izin lainnya yang

diterbitkan oleh pemerintah, permasalahan pengalihan dan penyesuaian bentuk-

bentuk perizinan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang

Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru menjadi Izin Usaha Pertambangan

(IUP), serta permasalahan-permasalahan lainnya.

Namun dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan analisis terhadap

Izin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, yaitu Izin

Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang diterbitkan Bupati Ketapang kepada

PT. Bumi Palong dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang

diterbitkan oleh Bupati Barito Selatan kepada PT. Mitra Tambang Barito,

khususnya terkait dengan substansi yang terdapat dalam Izin-Izin tersebut.

Hal ini sangat penting karena di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur mengenai

hal-hal apa saja yang wajib dicantumkan dalam pemberian Izin Usaha

Pertambangan, baik yang berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi maupun

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sehingga dengan diterapkannya hal-

hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Pertambangan terkait dengan

substansi yang wajib dicantumkan dalam Izin Usaha Pertambangan tersebut dapat

memberikan implikasi berupa pencegahan atau upaya dalam meminimalisir

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan

yang diberikan kepada pengusaha pertambangan.

14
Ibid., hlm. 2.
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Penulis akan melihat apakah dalam ketentuan-ketentuan yang dimuat

dalam Izin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkan, pemerintah pusat atau

pemerintah daerah telah konsisten dalam mematuhi ketentuan-ketentuan yang

bersifat mandatory atau memaksa yang diatur dan ditentukan dalam Undang-

Undang Pertambangan yang baru. Oleh karena itu, penulis akan membahas

masalah tersebut dan menganalisisnya dalam karya ilmiah serta menuangkannya

dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan-Ketentuan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Eksplorasi dan Operasi Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”

(Studi Kasus Terhadap IUP Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong dan IUP Operasi

Produksi Batubara PT. Mitra Tambang Barito)

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimanakah penerapan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di dalam IUP

Eksplorasi yang diterbitkan Bupati Ketapang kepada PT. Bumi Palong dan

IUP Operasi Produksi yang diterbitkan Bupati Barito Selatan kepada PT.

Mitra Tambang Barito?

2) Apakah akibat hukum yang timbul terhadap IUP Eksplorasi kepada PT.

Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi kepada PT. Mitra Tambang Barito

tersebut apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, tujuan

penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah dalam melaksanakan

kewenangannya dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan

Analisis yuridis..., Nisran Simamora, FH UI, 2012
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Operasi Produksi, Pemerintah dalam hal ini Bupati Ketapang dan Bupati Barito

Selatan telah mematuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta untuk

mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila ternyata terdapat Izin Usaha

Pertambangan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 39 Undang-

Undang Minerba.

1.4. Kerangka Konsep

1.4.1. Hukum Pertambangan

Membahas mengenai hukum pertambangan, ada baiknya untuk

mengetahui terlebih dahulu definisi, obyek, ruang lingkup, asas dan sumber dari

hukum pertambangan yang akan dijelaskan dalam bagian ini. Istilah hukum

pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law.

Hukum pertambangan adalah:

“Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan

mineral-mineral dalam tanah” atau dalam bahasa Inggris:

“the act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious

metal in its soil or rock) according to certain established rule”.15

Definisi hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih.

Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai

potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Menurut versi Legal-

Dictionary16, istilah Hukum Pertambangan dan Mineral atau Mine and Mineral

Law adalah:

15
Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, (St. Paul: West Publishing

Co., 2004), hlm 76.

16
Menurut Legal-Dictionary < legal-dictionary.thefreedictionary.com > The extraction of

natural resources from the earth is governed by specific laws dealing with mines and minerals
Federal and state governments have mine and mineral laws to protect the health and safety of
miners, encourage the efficient use of natural resources, protect the environment, and raise tax
revenues. A mine is an excavation in the soil and sub-soil from which ores, coal, or other mineral
substances are removed. A mineral is valuable, inert matter created by forces of nature and found
either on or in the earth. A mineral right is the possessory interest in minerals in the ground. The
owner of the mineral rights has the right to enter the land and occupy it for the purpose of
removing the minerals. It is possible for someone to own the mineral rights and mine the minerals
without owning the land itself.
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The law governing the ownership, sale, and operation of mines, quarries,
and wells, and the rights to natural resources found in the earth. The
extraction of natural resources from the earth is governed by specific laws
dealing with mines and minerals.

Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan

penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan.

Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan

penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi. Begitu juga dengan

obyek kajian hukum pertambangan. Obyek kajian hukum pertambangan tidak

hanya mengatur hak penambang semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban

penambang kepada negara.

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua

macam yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum

pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam

peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan

tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang

dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya

berlaku dalam masyarakat setempat. Kewenangan negara merupakan kekuasaan

yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan

mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam pengusahaan dan

pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.17

Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah

semata-mata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan atau badan hukum untuk

mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan

orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat

mengusahakan bahan galian secara optimal. Pemerintah/pemda memberikan ijin

kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan batubara

kepada orang atau badan hukum tersebut.

Dari uraian di atas, ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi yang

terakhir ini, yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan negara dalam

17
Salim HS., Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)

hlm. 9.
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pengelolaan bahan galian, dan adanya hubungan hukum antara negara dengan

orang dan atau badan hukum dalam pengusahaan bahan galian.

1.4.2. Obyek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Pertambangan

Apabila kita mengacu kepada definisi yang dipaparkan di atas, kita dapat

menelaah obyek dan ruang lingkup kajian paradigma hukum pertambangan.

Obyek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian

paradigma hukum pertambangan. Obyek dibagi menjadi dua macam, yaitu obyek

materil dan obyek forma. Obyek materil adalah bahan (materil) yang dijadikan

sasaran dalam penyelidikannya. Obyek materil hukum pertambangan adalah

manusia dan bahan galian. Obyek forma, yaitu sudut pandang tertentu terhadap

obyek materiilnya. Jadi obyek forma hukum pertambangan adalah mengatur

hubungan antara negara dengan bahan galian dan hubungan antara negara dengan

orang atau badan hukum dalam pemanfaatan bahan galian.

Kedudukan negara adalah sebagai pemilik bahan galian yang mengatur

peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat

sehingga negara menguasai bahan galian. Tujuan penguasaan oleh negara adalah

agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat Indonesia. Dengan demikian baik perseorangan, masyrakat maupun pelaku

usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak

mempunyai hak menguasai ataupun memiliki bahan galian yang terkandung di

bawahnya.18

Ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan umum,

dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum merupakan

pertambangan bahan galian diluar minyak dan gas bumi. Usaha pertambangan

dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara.19 Dan

pertambangan mineral digolongkan atas: pertambangan mineral radioaktif;

18
Ibid, hlm. 10. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai

pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara
kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, baik terhadap
bahan galian strategis, vital maupun golongan C, dalam hal ini adalah bahan galian berbentuk
mineral.

19
Indonesia (I), op.cit., ps. 34 ayat 1.
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pertambangan mineral logam; pertambangan mineral bukan logam; dan

pertambangan batuan.20

Walaupun ruang lingkup kajian paradigma hukum pertambangan begitu

luas, namun dalam tulisan ini yang menjadi ruang lingkup kajiannya hanya

difokuskan pada pertambangan mineral seperti emas, perak dan tembaga dan

kajian atas digantinya sistem Kontrak Karya dengan Sistem Perizinan khususnya

yang melibatkan investasi atau penanaman modal asing. Modal asing diperlukan

untuk membiayai kegiatan pertambangan ini karena Indonesia tidak memiliki

modal yang cukup dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola

sumber daya tambang itu.

1.4.3. Asas – asas Hukum Pertambangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa Pertambangan Mineral

dan/atau Bara dikelola berasaskan 21 : manfaat, keadilan, dan keseimbangan;

keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan

akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan,

tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah 22 , yang pertama, menjamin

efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara

berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; kedua adalah untuk menjamin

manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan hidup; ketiga memberi jaminan tersedianya mineral dan

batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan

dalam negeri; keempat untuk mendukung dan menumbuhkembangkan

kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan

internasional; kelima adalah demi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar

20
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 34 ayat 2.

21
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 2.

22
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 3.
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kesejahteraan rakyat; dan yang keenam adalah demi menjamin kepastian hukum

dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

1.4.4. Sumber-Sumber Hukum Pertambangan

Pada dasarnya sumber-sumber paradigma hukum pertambangan dapat

dibedak menjadi dua macam yaitu: sumber hukum materiil dan sumer hukum

formal.23 Sumber hukum materiil adalah tempat darimana hukum itu diambil.

Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan

hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi,

hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis.

Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini

berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu

berlaku. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-

undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi dan kebiasaan. Berbagai peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan paradigma hukum pertambangan,

kini telah dijabarkan dalam berbagai bentuk peraturan pelaksanaannya.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini

adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitan yuridis normatif adalah

penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam

peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi internasional dan keputusan

pengadilan.24 Metode yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal,

yakni merupakan suatu penelitian yang mengacu pada analisis hukum, law as it is

written in book dan law as it is decided by judge trough judicial process.25

Ditinjau dari sifatnya, penelitian pada karya tulis ilmiah ini bersifat komparatif-

analitis.

23
Algra N.E., et al., Kamus Istilah Hukum Foekema Andreae Belanda-Indonesia,

(Bandung: Bina Cipta 1983). hlm. 74.

24
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Radjawali,

1985), hlm. 14.

25
Ronald Dworkin, Legal Research (Daedalus: Spring, 1973), hlm. 250.
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1.6. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan atas tempat diperolehnya, data dalam penelitian ada dua

macam, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat dan data yang diperoleh dari

kepustakaan. Data yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer,

sedangkan data yang diperoleh dari kepustakaan disebut data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penulisan skripsi

ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan

dilakukan dengan cara mencari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan, yang

berdasarkan kekuatan mengikatnya meliputi bahan primer berupa peraturan

perundang-undangan yang merupakan subyek penelitian ini yaitu Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara serta beberapa Peraturan Pemerintah sebagai peraturan

pelaksana dari Undang-Undang tersebut.

1.7. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan sistematika penulisan, penelitian hukum ini disusun

dengan cara membagi dalam lima bab, yang mana tiap bab terdapat sub bab

dengan pokok-pokok pembahasan utama yang terkandung dalam bab. Berikut

akan diuraikan secara rinci dari keseluruhan karya tulis ilmiah ini. Adapun

susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menggambarkan mengenai latar belakang

masalah, permasalahan pokok, tujuan penelitan, kerangka konsep,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai bentuk-bentuk

pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang

meliputi pengusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan serta
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pengusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB III: ANALISIS TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN DALAM IUP

EKSPLORASI DAN OPERASI PRODUKSI BERDASARKAN UU

NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN

MINERAL DAN BATUBARA

Pada bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap Izin Usaha

Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi

Produksi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten

Ketapang dan Barito Selatan berkaitan dengan kesesuaiannya dengan

ketentuan yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Pertambangan

Mineral dan Batubara serta akibat hukum yang timbul terhadap Izin

Usaha Pertambangan apabila tidak mematuhi ketentuan pasal 39

Undang-Undang Mineral dan Batubara

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan yang merupakan

jawaban terhadap pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada

bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga akan diberikan saran dari

penulis yang merupakan masukan atau solusi terhadap permasalahan

yang dibahas dalam penelitian ini.
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BAB 2

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN

BATUBARA DI INDONESIA

2.1. Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan UU No.11 Tahun 1967

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

2.1.1. Bentuk Pengusahaan Pertambangan

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dikenal ada tiga bentuk

pengusahaan pertambangan di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Kuasa Pertambangan

Kuasa pertambangan adalah salah satu instrumen hukum yang dapat

digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan oleh

pihak yang sudah dinyatakan berhak sebagai pemegang kuasa pertambangan.

Tanpa adanya kuasa pertambangan, pihak tersebut belum dapat melakukan

kegiatannya di bidang pertambangan. Pengertian kuasa pertambangan

dijabarkan dalam pasal 2 huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu wewenang yang

diberikan kepada badan / perseorangan untuk melaksanakan usaha

pertambangan.

Kuasa pertambangan dapat dilihat dari segi bentuk dan usahanya.

Kuasa pertambangan dari aspek bentuknya merupakan kuasa pertambangan

yang dilihat dari aspek surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang untuk itu. Kuasa pertambangan dari segi bentuknya terdiri dari

tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

i. Surat Keputusan Penugasan Penugasan Pertambangan

Surat ini merupakan kuasa pertambangan yang diberikan oleh

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
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kepada instansi pemerintah yang melalui tahap kegiatan

penyelidikan umum dan eksplorasi.24

ii. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat

Surat ini merupakan kuasa pertambangan yang diberikan oleh

Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan

usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas

wilayah yang sangat terbatas, yang meliputi tahap kegiatan

penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan,

pemurnian, pengangkutan dan penjualan.25

iii. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan

Adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Menteri,

Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada

perusahaan negara, perusahaan daerah, badan usaha swasta atau

perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang

meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,

eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan

penjualan.26

Kuasa pertambangan dari aspek usahanya merupakan penggolongan kuasa

pertambangan dari segi usaha yang akan dilakukan oleh pemegang kuasa

pertambangan. Kuasa pertambangan dari aspek usahanya dapat dibagi

menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:

i. Kuasa pertambangan penyelidikan umum

ii. Kuasa pertambangan eksplorasi

iii. Kuasa pertambangan eksploitasi

iv. Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian

v. Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan

24
Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, PP Nomor 75 Tahun
2001, LN No. 141 Tahun 2001, ps. 2 ayat 2.

25
PP Nomor 75 Tahun 2001, Ibid, ps. 2 ayat 3.

26
PP Nomor 75 Tahun 2001, Ibid, ps. 2 ayat 4.
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2. Kontrak Karya

Dalam pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan

Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara, definisi kontrak karya adalah sebagai berikut:

“perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan
berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing
untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak
termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan
batubara”

Yang menjadi subjek dalam kontrak karya ini adalah Pemerintah

Indonesia dan badan hukum Indonesia. Modal utama dari badan hukum

Indonesia adalah berasal dari modal asing. Objek dari kontrak karya tidak

boleh minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batubara,

melainkan hanya mineral. Besarnya modal asing tersebut maksimal 95 %,

sementara modal perusahaan mitra nasionalnya minimal 5 % serta modal

asing yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia itu digunakan untuk

eksplorasi dan eksploitasi bahan galian, yang meliputi emas, perak dan

tembaga.27

3. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

(PKP2B)

Pengertian Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

dalam pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan adalah sebagai berikut:

“perjanjian karya antara pemerintah dan perusahaan kontraktor

swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan

galian batuara.”

Pengertian lain tentang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan

Batubara dijabarkan dalam pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan

27
Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo,

2007), hlm. 128-129.
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Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan

Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya

dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang

menyebutkan bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara adalah suatu

perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta

asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka Penanaman

Modal Asing) untuk pengusahaan batubara dengan berpedoman kepada

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Pertambangan.

Jika dilihat kedua pengertian tersebut akan ditemukan perbedaan

mengenai unsur-unsur dari pengertian Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara (PKP2B). Dalam pasal 1 Keputusan Presiden

Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya

Pengusahaan Pertambangan Batubara tidak dijelaskan secara rinci tentang

perusahaan kontraktor swasta yang dapat melakukan pengusahaan batubara.

sedangkan dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor

1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan

Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, berkaitan dengan perusahaan

kontraktor swasta dijelaskan bahwa tidak hanya perusahaan swasta nasional

saja yang dapat melakukan pengusahaan batubara, namun perusahaan

swasta asing dan atau gabungan antara perusahaan swasta nasional dan

perusahaan swasta asing juga dapat melakukan pengusahaan batubara.

2.1.2. Pelaksana Pengusahaan Pertambangan

Filosofi pengusahaan sumber daya alam di Indonesia mengacu pada

pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa hak milik atas

kekayaan alam Indonesia (Mineral Right) adalah milik bangsa Indonesia

Analisis yuridis..., Nisran Simamora, FH UI, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19

Universitas Indonesia

secara kolektif dan hak pengusahaan atas kekayaan alam (Authority Right)

dipegang oleh negara dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah.

Sementara itu, hak pengusahaan atas kekayaan alam (Mining Right)

dilaksanakan oleh pengusaha, baik badan hukum maupun perorangan.

Badan atau perseorangan yang dapat melakukan usaha

pertambangan dijabarkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yaitu sebagai

berikut:

1. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;

2. Perusahaan Negara;

3. Perusahaan Daerah;

4. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah;

5. Koperasi;

6. Badan atau perseorangan swasta yang telah memenuhi

persyaratan yaitu berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia,

bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam

lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai

kewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia;

7. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau

Daerah dengan Koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta

yang telah memenuhi persyaratan yaitu berbentuk badan hukum

yang didirikan sesuai dengan peraturan Republik Indonesia

bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam

lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai

kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;

8. Pertambangan Rakyat;

Namun demikian, pihak-pihak yang disebutkan dalam pasal 5

Undang-Undang tersebut hanya dapat melakukan usaha pertambangan

sesuai dengan jenis bahan galian yang telah ditentukan. Bahan galian ini

adalah penggolongan atas pelaksanaan pengusahaan pertambangan di

Indonesia. Bahan-bahan galian adalah unsur-unsur kimia mineral-mineral,

Analisis yuridis..., Nisran Simamora, FH UI, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20

Universitas Indonesia

bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang

merupakan endapan-endapan alam. 28 Bahan-bahan galian tersebut dibagi

atas tiga golongan yaitu sebagai berikut:29

1. Golongan bahan galian strategis (golongan a);

Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan

pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara. Bahan galian

strategis dibagi menjadi enam golongan, yaitu:30

1) minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;

2) bitumen padat, aspal;

3) antrasit, batubara, batubara muda;

4) uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif

lainnya;

5) nikel, kobal; dan

6) timah

2. Golongan bahan galian vital (golongan b);

Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin

hajat hidup orang banyak. Bahan galian ini digolongkan menjadi

delapan golongan, yaitu:31

1) besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;

2) bauksit, tembaga, timbal, seng;

3) emas, platina, perak, air raksa, intan;

4) arsin, antimon, bismut;

5) yttrium, rtutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;

6) berilium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;

7) kriolit, flourspar, barit;

8) yodium, brom, klor, belerang.

28
Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

(II), UU No.11 Tahun 1967, LN No.22 Tahun 1967, TLN No. 2831, ps. 1 huruf (a).

29
Ibid, ps. 3 ayat (1).

30
Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian,

PP Nomor 27 Tahun 1980, LN No. 47 Tahun 1980, ps. 1 huruf a.

31
PP Nomor 27 Tahun 1980, Ibid, ps. 1 huruf b.

Analisis yuridis..., Nisran Simamora, FH UI, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21

Universitas Indonesia

3. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan bahan

galian strategis atau bahan galian vital (golongan c).

Bahan galian ini dibagi menjadi sembilan golongan, yaitu:

1) nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam

campuran pupuk; HNO3), pospat-pospat, garam batu (halite);

2) asbes, talk, mika, grafit magnesit;

3) yarosit, leusit, tawas (alum), oker;

4) batu permata, batu setengah permata;

5) pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;

6) batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap

(fullers earth);

7) marmer, batu tulis;

8) batu kapur; dolomit, kalsit;

9) granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang

tidak mengandung unsur mineral golongan a maupun b

dalam jumlah berarti.32

Usaha pertambangan bahan galian strategis dapat dilakukan oleh

pihak-pihak sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri dan Perusahaan

Negara;33

2. Pihak swasta, apabila menurut pertimbangan menteri lebih

menguntungkan bagi negara dan telah memenuhi persyaratan yang

ada yaitu berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan

peraturan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan

bertujuan serta berusaha dalam lapangan pertambangan dan

pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat

tinggal di Indonesia;34

3. Apabila jumlah endapan bahan galian sedemikian kecilnya sehingga

menurut pendapat Menteri akan lebih menguntungkan jika

32
PP Nomor 27 Tahun 1980, Ibid, ps. 1 huruf c.

33
UU No. 11 Tahun 1967, op.cit., ps. 6.

34
UU No. 11 Tahun 1967, op.cit., ps. 7.
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diusahakan secara sederhana atau kecil-kecilan, maka endapan bahan

galian itu dapat diusahakan secara Pertambangan Rakyat.

Usaha pertambangan bahan galian vital dapat dilakukan oleh pihak-

pihak sebagai berikut:35

1. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;

2. Perusahaan Negara;

3. Perusahaan Daerah;

4. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan di satu

pihak dengan Daerah Tingkat I dan/atau Daerah Tingkat II atau

Perusahaan Daerah di pihak lain;

5. Perusahaan dengan modal antara Negara/Perusahaan Negara

dan/atau Daerah/Perusahaan Daerah di satu pihak dengan Badan

dan/atau perseorangan di pihak lain.

Usaha pertambangan bahan galian golongan c (yang tidak termasuk

dalam golongan a dan b) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I

tempat dimana terdapatnya bahan galian tersebut.36

2.1.3. Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing dalam bidang pertambangan seperti yang

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pertambangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pengertian Penanaman

Modal Asing (PMA) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing hanya mencakup penanaman modal secara

langsung yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bentuk

dari perusahaan asing tersebut harus berbentuk badan hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia.

1. Bentuk Pengusahaan Pertambangan dalam Rangka Penanaman

Modal Asing (PMA)

35
UU No. 11 Tahun 1967, op.cit., ps. 8.

36
UU No. 11 Tahun 1967, op.cit., ps. 4 ayat (2).
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Berkaitan dengan pengusahaan di bidang pertambangan dalam

bentuk penanaman modal asing dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yaitu

sebagai berikut:

“penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada

suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau

bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

Bentuk pengusahaan pertambangan bagi penanaman modal asing

jika mengacu pada tiga bentuk pengusahaan pertambangan yang telah

dijelaskan diatas hanya bisa dilakukan dengan bentuk kontrak karya untuk

pertambangan mineral dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan

batubara (PKP2B) untuk pertambangan batubara. Penanaman Modal Asing

(PMA) tidak dapat dilaksanakan melalui bentuk Kuasa Pertambangan (KP)

karena Kuasa Pertambangan (KP) hanya diperuntukkan bagi penanaman

modal yang berasal dari dalam negeri.

Hal ini diperjelas dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang berbunyi

sebagai berikut:

1. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila

diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum

atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau

Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa

pertambangan.

2. Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau

Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman,

petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.

3. Perjanjian Karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku

sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan

Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan

a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam
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pasal 13 Undang-Undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya

berbentuk penanaman modal asing.

2. Bentuk Penanaman Modal Asing

Bentuk dari penanaman modal asing adalah harus berbadan hukum

Indonesia atau pihak swasta. Sesuai dengan usulan Departemen Energi dan

Sumber Daya Mineral terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20

Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan

Dalam Rangka Penanaman Modal Asing jo. Peraturan Pemerintah Nomor

83 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20

Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan

Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, sebagaimana tercantum dalam

surat Nomor 2631/06/SJN.H/2002 tanggal 6 Agustus 2002, pengusahaan

pertambangan umum dalam rangka penanaman modal asing harus dilakukan

dengan:

a. bentuk usaha patungan antara pemodal asing dan warga negara

Indonesia dan/atau Perseroan Terbatas BUMN/BUMD atau

perusahaan swasta nasional atau perorangan warga negara Indonesia

dengan membentuk Perseroan Terbatas yang berbadan hukum

Indonesia;

b. Saham yang dimiliki oleh perusahaan asing tidak boleh melebihi

95 %;

c. Saham yang dimiliki oleh perusahaan Indonesia sekurang-kurangnya

atau minimal 5 %.

Kesimpulannya adalah modal asing yang ditanamkan dalam rangka

penanaman modal asing tidak boleh melebihi 95 % dari keseluruhan modal

yang ada di perusahaan PMA tersebut.

3. Tenaga Kerja

Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing, wewenang untuk menentukan siapa direksi yang
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memimpin perusahaan dimana mereka merupakan pemodalnya adalah

pemilik modal dari perusahaan tersebut.

Sedangkan untuk tenaga kerja Indonesia, perusahaan-perusahaan

modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan

warga negara Indonesia, namun apabila ada jabatan-jabatan yang belum

dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia, perusahaan-

perusahaan modal asing tersebut diizinkan mendatangkan atau

menggunakan tenaga-tenaga pimpinan atau tenaga-tenaga ahli dari warga

negara asing.37

Meskipun tidak diisi oleh tenaga kerja Indonesia, perusahaan-

perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan/atau

menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di

luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan

tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing tersebut

dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.38

2.1.4. Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Kuasa Pertambangan

(KP) dan Menandatangani Kontrak Karya (KK) atau

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

(PKP2B)

1) Kuasa Pertambangan (KP)

Pejabat yang berwenang menerbitkan kuasa pertambangan dapat

dilihat pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bupati/Walikota

37
Indonesia, Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing (III), UU Nomor

1 Tahun 1967, LN No. 1 Tahun 1967, TLN No. 2818, ps. 10-11.

38
Ibid, ps. 12.
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Bupati/Walikota berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa

pertambangan apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak

dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4

(empat) mil laut.

2. Gubernur

Gubernur berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa

pertambangan apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak

dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja

sama antar Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan

Provinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat)

sampai 12 (duabelas) mil laut.

3. Menteri

Menteri berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa

pertambangan apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak

dalam beberapa wilayah Provinsi dan tidak dilakukan kerja sama

antar Provinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar atau

melebihi 12 mil dari garis pantai.

2) Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara (PKP2B)

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 1614 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka

Penanaman Modal Asing, Gubernur dan Bupati/Walikota tidak lagi menjadi

salah satu pihak dalam pelaksanaan kontrak karya. Yang berhak

menandatangani kontrak karya adalah Pemerintah Indonesia, yang diwakili

oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan badan hukum

Indonesia atau kontraktor, terutama badan hukum yang modalnya berasal

dari asing. Kedudukan Gubernur dan Bupati/Walikota hanya sebagai saksi.

Namun untuk pemrosesan permohonan kontrak karya tetap memperhatikan

tentang wilayah kontrak karya yang dimohon.
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Pejabat yang berwenang untuk pemrosesan permohonan Kontrak

Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dari pemohon

adalah Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, dan

Bupati/Walikota.

Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral berwenang

untuk pemrosesan permohonan kontrak karya dari pemohon, apabila

wilayah Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan

Batubara terletak dalam beberapa wilayah provinsi dan tidak dapat

dilakukan kerja sama antarprovinsi dan/atau di wilayah laut yang terletak di

luar 12 mil laut.

Gubernur berwenang untuk pemrosesan permohonan Kontrak Karya/

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari

pemohon, apabila wilayah kontrak karya terletak dalam beberapa daerah

kabupaten/kota, dan tidak dilakukan kerja sama antara kabupaten/kota

dan/atau di wilayah laut sampai 4 mil laut.

Bupati/Walikota berwenang untuk pemrosesan permohonan Kontrak

Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dari

pemohon, apabila wilayah kontrak karya terletak dalam wilayah

kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 mil laut.

2.1.5. Prosedur Memperoleh Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak

Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan

Batubara (PKP2B)

1. Kuasa Pertambangan (KP)

Prosedur dalam memperoleh kuasa pertambangan diatur dalam Pasal

13, Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453

K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas

Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 ditentukan

bahwa permohonan atau permintaan kuasa pertambangan diajukan sesuai

Analisis yuridis..., Nisran Simamora, FH UI, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28

Universitas Indonesia

dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota

dengan ketentuan sebagai berikut:

a) untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan harus diajukan satu

permintaan tersendiri;

b) lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu

wilayah Kuasa Pertambangan.

Dalam permintaan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa

Pertambangan Eksplorasi atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus

dilampirkan peta wilayah Kuasa Pertambangan yang diajukan dengan syarat

sebagai berikut:

1. penunjukan batas-batas yang jelas;

2. menyebutkan jenis bahan galian yang akan diusahakan;

3. melampirkan peta wilayah kuara pertambangan.

Dalam lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum telah

ditentukan persyaratan permohonan izin kuasa pertambangan yang dimana

masing masing kuasa pertambangan memiliki persyaratan yang berbeda-

beda. Perbedaan tersebut tergantung pada pejabat yang berwenang dalam

memberikan kuasa pertambangan yang terdiri dari Menteri, Gubernur atau

Bupati/Walikota.

2. Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara (PKP2B)

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang berwenang

menandatangani kontrak karya adalah Direktur Jenderal Geologi dan

Sumber Daya Mineral dengan Gubernur, sedangkan Bupati/Walikota

berperan sebagai saksi. Prosedur permohonan Kontrak Karya/Perjanjian

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diajukan kepada

Direktur Jenderal dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:39

39
Salim HS, op.cit., hal. 153-159.
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1. Pengajuan permohonan Kontrak Karya/Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara kepada Direktur Jenderal
Geologi dan Sumber Daya Mineral dengan mengisi daftar isian dan
melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Bentuk
permohonannya terdapat pada Lampiran I Keputusan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Nomor 2004 tentang
Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka
Penanaman Modal Asing;

2. Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara menyampaikan hasil
pemrosesan dan menyiapkan konsep persetujuan prinsip atau
penolakan Direktur Jenderal;

3. Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan Direktur Jenderal
kepada pemohon;

4. Direktur Jenderal menugaskan Tim Perunding untuk melaksanakan
perundingan/penjelasan naskah Kontrak Karya atau Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan pemohon;

5. Tim Perunding melaksanakan perundingan/penjelasan naskah
KK/PKP2B dengan pemohon;

6. Ketua Tim Perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah
dibubuhi pasal bersama pemohon kepada Direktur Jenderal;

7. Direktur Jenderal menyampaikan naskah KK/PKP2B yang telah
dibubuhi pasal bersama antara gubernur dan bupati/walikota kepada
menteri;

8. Menteri menyampaikan naskah KK/PKP2B kepada DPR RI untuk
dikonsultasikan, kemudian menyampaikan naskah KK/PKP2B
kepada BKPM untuk mendapatkan rekomendasi;

9. DPRI RI menyampaikan tanggapan atas naskah KK/PKP2B kepada
menteri dan BKPM menyampaikan rekomendasi kepada presiden
untuk persetujuan;

10. Menteri mengajukan permohonan kepada presiden untuk
mendapatkan persetujuan KK/PKP2B;

11. Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang
kepada Menteri untuk dan atas nama pemerintah menandatangani
KK/PKP2B;

12. Penandatanganan KK/PKP2B antara Menteri atas nama Pemerintah
dengan pemohon dan disaksikan oleh gubernur atau bupati/walikota
setempat.

2.2. Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba)
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berlaku untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang

Minerba telah merubah pola kegiatan pertambangan di Indonesia dengan

ditinggalkan atau tidak diberlakukannnya lagi sistem kuasa pertambangan

dan kontrak karya menjadi sistem perizinan.

Perubahan lain mengenai pengaturan pengusahaan pertambangan

antara lain meliputi adanya pengaturan wilayah pertambangan, perubahan

bentuk usaha pertambangan, hilangnya perbedaan perlakuan antara badan

usaha domestik dan badan usaha yang merupakan penanaman modal asing.

Pada sub bab ini akan dijabarkan pembahasan-pembahasan yang lebih

komprehensif mengenai sistem pelaksanaan investasi terkait dengan

pengusahaan pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2.2.1. Penguasaan Mineral dan Batubara

Penguasaan mineral dan batubara dijelaskan dalam pasal 4 Undang-

Undang Minerba yang menyatakan bahwa mineral dan batubara sebagai

sumber daya alam yang tidak terbarukan merupakan kekayaan nasional

yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, penguasaan oleh negara tersebut diselenggarakan oleh

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Sistem penguasaan terhadap mineral dan batubara tetap mengacu

pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hak

milik sumber daya alam berada di tangan rakyat secara kolektif dan

penguasaannya diberikan kepada negara yang diselenggarakan oleh

Pemerintah. Perubahan mendasar adalah penguasaan negara dapat dilakukan

oleh pemerintah daerah yang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai rencana pemerintah

untuk mengembangkan otonomi daerah di Indonesia.
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2.2.2. Wilayah Pertambangan

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara dikenal suatu pengaturan mengenai

wilayah pertambangan dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tidak ditemukan.

Dijelaskan bahwa wilayah pertambangan adalah sebagai berikut:

“Wilayah Pertambangan (WP), adalah wilayah yang memiliki
potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan
administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang
nasional.”40

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur mengenai Wilayah

Pertambangan (WP) yang dinyatakan sebagai landasan bagi penetapan

kegiatan pertambangan. Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) dilakukan

oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan

berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Penetapan

Wilayah Pertambangan tersebut harus dilaksanakan melalui proses sebagai

berikut:41

1. secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab;

2. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi

pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan

aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya serta berwawasan

lingkungan; dan

3. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Wilayah Pertambangan (WP) dibati atas tiga wilayah pertambangan,

yaitu sebagai berikut:42

40
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 1 angka 29.

41
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 10.

42
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 13.
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1. Wilayah Usaha Pertambangan, selanjutnya disebut WUP, adalah

bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki

ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.43

2. Wilayah Pertambangan Rakyat, selanjutnya disebut WPR, adalah

bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang merupakan tempat

dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.44

3. Wilayah Pencadangan Negara, selanjutnya disebut WPN, adalah

bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang dicadangkan untuk

kepentingan strategis nasional.45 WPN ini dapat diusahakan sebagian

luas wilayahnya dengan persetujuan DPR RI dan wilayah yang akan

diusahakan akan berubah status menjadi Wilayah Usaha

Pertambangan Khusus (WUPK).

2.2.3. Bentuk Pengusahaan Pertambangan

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang membagi usaha

pertambangan berdasarkan berdasarkan penggolongan bahan galian strategis,

bahan galian vital dan bahan galian non strategis-non vital, maka Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

mengatur bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan

mineral dan pertambangan batubara. 46 Pertambangan mineral sendiri

digolongkan sebagai berikut:47

1. pertambangan mineral radioaktif;

2. pertambangan mineral logam;

3. pertambangan mineral bukan logam; dan

4. pertambangan batuan.

43
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 1 angka 30.

44
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 1 angka 32.

45
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 1 angka 32.

46
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 34 ayat (1).

47
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 34 ayat (2).
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Usaha pertambangan tersebut diatas dapat dilaksanakan dalam

bentuk sebagai berikut:48

1) Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pengertian mengenai Izin Usaha Pertambangan dijabarkan dalam

pasal 1 angka (7) Undang-Undang Minerba, yaitu izin untuk melaksanakan

usaha pertambangan. Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri

atas dua tahap, lebih singkat daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu sebagai

berikut:49

a) IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum,

eksplorasi, dan studi kelayakan;

b) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,

pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan

2) Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Pengertian mengenai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dijabarkan

dalam pasal 1 angka (10) Undang-Undang Minerba, yaitu izin untuk

melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat

dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Kegiatan pertambangan rakyat dalam pasal 66 Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya

dapat dilakukan terhadap pertambangan-pertambangan sebagai berikut:

1. pertambangan mineral logam;

2. pertambangan mineral bukan logam;

3. pertambangan batuan; dan/atau

4. pertambangan batubara.

Luas wilayah dan jangka waktu untuk Izin Pertambangan Rakyat

dalam pasal 68 Undang-Undang Minerba yaitu untuk luas wilayah satu Izin

Pertambangan Rakyat dapat diberikan kepada perseorangan paling banyak

satu hektare; kelompok masyarakat paling banyak lima hektare; dan atau

48
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 35.

49
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 36 ayat (1).
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koperasi paling banyak sepuluh hektare. Sedangkan untuk jangka waktu Izin

Pertambangan Rakyat, paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.

3) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Pengertian mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus dijabarkan

dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu izin untuk melaksanakan usaha

pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Pelaksanaan Izin

Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terdiri atas dua tahap, yaitu sebagai

berikut:50

a. IUPK Eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,

dan studi kelayakan;

b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,

pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang

menemukan mineral lain di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Khusus (WIUPK) yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

Apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan ini bermaksud mengusahakan

mineral lain yang ditemukan tersebut wajib mengajukan permohonan Izin

Usaha Pertambangan (IUP) baru. Apabila pemegang Izin Usaha

Pertambangan (IUP) tidak berminat untuk mengusahakan mineral yang

ditemukannya tersebut wajib menjaga mineral lain tersebut karena mineral

lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain hanya oleh Menteri.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dilakukan

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijabarkan dalam pasal 28 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

sebagai berikut:

1. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;

2. sumber devisa negara

3. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;

4. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;

50
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 76.
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5. daya dukung lingkungan; dan/atau

6. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

2.2.4. Pelaksana Pengusahaan Pertambangan

1) Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pihak-pihak, yaitu

sebagai berikut:51

1) badan usaha yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

2) koperasi;

3) perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan, perusahaan

firma atau perusahaan komanditer.52

perseorangan

Izin Usaha Pertambangan ini hanya dapat diberikan untuk satu jenis

mineral atau batubara saja. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang

menemukan mineral lain di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan

(WIUP) yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Apabila

pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini bermaksud mengusahakan

mineral lain yang ditemukan tersebut, wajib mengajukan permohonan IUP

baru dan apabila pemegang IUP tersebut tidak berminat untuk

mengusahakan mineral lain yang ditemukannya tersebut wajib untuk

menjaga mineral lain tersebut karena mineral lain tersebut dapat diberikan

kepada pihak lain hanya berdasarkan wewenang Menteri, Gubernur atau

Bupati/Walikota.53

2) Izin Pertambangan Rakyat

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diberikan kepada pihak-pihak,

yaitu sebagai berikut:54

51
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 38.

52
Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara, PP Nomor 23 Tahun 2010, LN No. 29 Tahun 2010,
TLN No. 5111, ps. 6 ayat 3.

53
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 40.

54
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 68.
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i. perseorangan dengan luas wilayah maksimal satu hektare;

ii. kelompok masyarakat dengan luas wilayah maksimal lima hektare;

dan/atau

iii. koperasi dengan luas wilayah maksimal sepuluh hektare.

3) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Pada pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPK dapat diberikan kepada

badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa Badan Usaha

Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun badan

usaha swasta. Namun, badan usaha milik negara dan badan usaha milik

daerah mendapat prioritas dalam mendapatkan Izin Usaha Pertambangan

Khusus (IUPK).

2.2.5. Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing dalam bidang pertambangan seperti yang

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara mengacu pada Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

a. Bentuk Penanaman Modal Asing

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara tidak terdapat suatu pembedaan bentuk pengusahaan

pertambangan bagi badan usaha dengan modal asing. Pasal 38 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

menyebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada:

1. badan usaha;

2. koperasi; dan

3. perseorangan.

Sementara itu berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha

Pertambangan Khusus (IUPK) dapat diberikan kepada badan usaha yang

berbadan hukum Indonesia, baik badan usaha negara, badan usaha milik

daerah maupun badan usaha swasta. Badan Usaha didefinisikan sebagai
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setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan

berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Namun berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur bahwa penanaman modal

asing wajib berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan

berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali

ditentukan lain oleh undang-undang. Oleh karena itu, maka bentuk usaha

dari penanaman modal asing di bidang pertambangan tidak hanya dalam

bentuk Perseroan Terbatas, tetapi dapat berupa badan usaha lain yang

ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Divestasi

Penanam modal asing mempunyai kewajiban divestasi dalam setiap

badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh asing dimana dinyatakan dalam

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara, bahwa setelah 5 tahun berproduksi, badan usaha

pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan

Khusus (IUPK) yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan

divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik

Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi ini telah diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dirubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara.
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2.2.6. Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Izin Pertambangan

Untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan, pejabat yang

berwenang memberikannya adalah sebagai berikut:55

1. Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;

2. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota

dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari

Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

3. Menteri apabila WIUP berada pada lintas provinsi setelah

mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota

setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat, kewenangan memberikan

izin berada di tangan bupati/walikota. Bupati/Walikota tersebut dapat

melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian Izin Pertambangan

Rakyat kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.56 Sedangkan kewenangan memberikan Izin Usaha Pertambangan

Khusus murni hanya berada di tangan Menteri, yang dalam hal ini adalah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan

kepentingan daerah.57

2.2.7. Peralihan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdapat dalam pasal 169

huruf a mengatakan bahwa:

“Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini
tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya
kontrak/perjanjian”

55
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 37.

56
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 67.

57
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 74 ayat (1).
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Ketentuan ini intinya adalah adalah Kontrak Karya dan Perjanjian

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tetap dihormati sampai dengan

habis masa berlakunya. Hal ini penting karena pemerintah sebagai institusi

publik tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atas

kedudukannya sebagai subjek hukum perdata. Namun ketentuan dalam

pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara yang membuat ketentuan sebelumnya

menjadi rancu. Jika dilihat pasalnya adalah sebagai berikut:

“Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian
karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud
pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak
Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan
negara.”

Dalam pasal ini, ada paksaan bahwa Kontrak Karya dan Perjanjian Karya

Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah berlaku harus

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan terhadap isi dari Kontrak

Karya dan PKP2B hanya bisa dilakukan dengan adanya kesepakatan dari

kedua belah pihak, jika ada salah satu pihak yang tidak setuju, maka hal

tersebut dapat dimungkinkan untuk dilakukaan.
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BAB 3

ANALISIS TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN DALAM

IUP EKSPLORASI DAN IUP OPERASI PRODUKSI

BERDASARKAN UU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

3.1. Persyaratan dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Sebelum memasuki pembahasan terkait dengan penerapan ketentuan pasal

39 Undang-Undang Minerba terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan

(Eksplorasi/Operasi Produksi), adalah penting untuk mengetahui perihal

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan

perizinan kegiatan usaha pertambangan kepada pemerintah pusat ataupun

pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin tersebut.

Hal ini menjadi penting untuk diketahui karena pemenuhan terhadap persyaratan-

persyaratan yang telah ditentukan tersebut berkaitan langsung dengan substansi

yang dimuat dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP). Beberapa persyaratan yang

harus dipenuhi dalam penerbitan IUP nantinya merupakan bagian yang menjadi

satu kesatuan yang dimuat dalam IUP tersebut, sehingga apabila kemudian

ditemukan IUP yang tidak mematuhi pasal 39 UU Minerba, dapat diketahui

penyebabnya dengan cara melakukan penyelidikan terhadap pemenuhan

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pada permohonan IUP tersebut

diajukan.

Adapun persyaratan-persyaratan dalam permohonan Izin Usaha

Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi dalam usaha

pertambangan diatur di dalam pasal 23 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan meliputi 3 persyaratan utama, yaitu sebagai

berikut:

3.1.1. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif yang diatur dalam pemberian Izin Usaha

Pertambangan (IUP) berbeda masing-masing untuk badan usaha, koperasi, orang
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perseorangan, perusahaan firma dan perusahaan komanditer. Persyaratan

administratif untuk badan usaha meliputi51:

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan

batubara:

1. Surat permohonan

2. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

3. Surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan

batuan:

1. surat permohonan;

2. profil badan usaha;

3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha

pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4. nomor pokok wajib pajak;

5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

6. surat keterangan domisili

Persyaratan administratif untuk koperasi meliputi52:

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan

batubara:

1. surat permohonan;

2. susunan pengurus; dan

3. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan

batuan:

1. surat permohonan;

2. profil koperasi;

3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan

yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4. nomor pokok wajib pajak;

5. susunan pengurus; dan

51
PP Nomor 23 Tahun 2010, op.cit., ps. 24 ayat 1.

52
PP Nomor 23 Tahun 2010, op.cit, ps. 24 ayat 2.
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6. surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif untuk orang perseorangan meliputi53:

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan

batubara:

1. surat permohonan; dan

2. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan

batuan:

1. surat permohonan;

2. kartu tanda penduduk;

3. nomor pokok wajib pajak; dan

4. surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer

meliputi54:

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan

batubara:

1. surat permohonan;

2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan

3. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan

batuan:

1. surat permohonan;

2. profil perusahaan;

3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha

pertambangan;

4. nomor pokok wajib pajak;

5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan

6. surat keterangan domisili.

53
PP Nomor 23 Tahun 2010, op.cit., ps. 24 ayat 3.

54
PP Nomor 23 Tahun 2010, op.cit., ps. 24 ayat 4
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3.1.2. Persyaratan Teknis

Sedangkan untuk persyaratan teknis, dibedakan antara persyaratan untuk

pengajuan IUP Eksplorasi dan untuk pengajuan IUP Operasi Produksi55. Adapun

persyaratan teknis untuk IUP Eksplorasi meliputi:

1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan

dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;

2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan

bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku

secara nasional.

Sedangkan persyaratan teknis untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan

bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku

secara nasional;

2. laporan lengkap eksplorasi;

3. laporan studi kelayakan;

4. rencana reklamasi dan pascatambang;

5. rencana kerja dan anggaran biaya;

6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi

produksi; dan

7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang

berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

3.1.3. Persyaratan Lingkungan

Persyaratan lingkungan dalam pengajuan Izin Usaha Pertambangan meliputi

hal-hal sebagai berikut56:

a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

55
PP Nomor 23 Tahun 2010, op.cit., ps. 25.

56
PP Nomor 23 Tahun 2010, op.cit., ps. 26.
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1. pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup; dan

2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3.1.4. Persyaratan Finansial

Dan persyaratan yang terakhir adalah mengenai persyaratan finansial,

dimana persyaratan finansial untuk IUP Eksplorasi meliputi57:

1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;

dan

2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang

WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang

atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran

pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan

wilayah.

Sedangkan persyaratan finansial untuk pemberian IUP Operasi Produksi adalah

sebagai berikut58:

1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan

3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran

lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

3.2. Ketentuan-Ketentuan yang Wajib Dimuat Dalam Suatu Izin Usaha

Pertambangan (IUP)

Seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, pelaksanaan Izin

Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang meliputi kegiatan

penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan

57
PP Nomor 23 Tahun 2010, op.ict., ps. 27 ayat 1 huruf a.

58
PP Nomor 23 Tahun 2010, op.cit., ps. 27 ayat 1 huruf b.

Analisis yuridis..., Nisran Simamora, FH UI, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45

Universitas Indonesia

2. Izi Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang meliputi kegiatan

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan

dan penjualan.59

Namun kemudian dalam pengaturan yang terdapat di dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara, khusus untuk Izin Usaha Pertambangan

(IUP) Operasi Produksi yang diberikan kepada pengusaha pertambangan, ada

kalanya tidak mencakup kegiatan pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan

dan penjualan. Kegiatan tersebut dapat diserahkan kepada pengusaha atau pihak

lain yang telah memiliki persyaratan sebagai berikut:

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk

pengolahan dan pemurnian;

b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk

pengangkutan dan penjualan dan atau;

c. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dimiliki oleh

pengusaha lain dan telah meliputi kegiatan pengolahan dan pemurnian

serta pengangkutan dan penjualan.60

Berkaitan dengan adanya dua tahapan pemberian Izin Usaha

Pertambangan tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang wajib terdapat dalam Izin

Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Operasi Produksi juga berbeda satu dengan yang lain. Dalam pasal 39 ayat 1

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara telah diatur bahwa dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

wajib memuat ketentuan minimal atau sekurang-kurangnya:

a. nama perusahaan;

b. lokasi dan luas wilayah;

c. rencana umum tata ruang;

d. jaminan kesungguhan;

e. modal investasi;

f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;

59
Indonesia (I), op.cit., ps 36 ayat 1.

60
PP Nomor 23 Tahun 2010, op.cit., ps. 36.
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g. hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan;

h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;

i. jenis usaha yang diberikan;

j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar

wilayah pertambangan;

k. perpajakan;

l. penyelesaian perselisihan;

m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan

n. amdal.

Sedangkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi wajib memuat

ketentuan minimal atau sekurang-kurangnya:61

a. nama perusahaan;

b. luas wilayah;

c. lokasi penambangan;

d. lokasi pengolahan dan pemurnian;

e. pengangkutan dan penjualan;

f. modal investasi;

g. jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan (IUP);

h. jangka waktu tahap kegiatan;

i. penyelesaian masalah pertanahan;

j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;

k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;

l. perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP);

m. hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP);

n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar

wilayah pertambangan;

o. perpajakan;

p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran

produksi;

q. penyelesaian perselisihan

r. keselamatan dan kesehatan kerja;

61
Indonesia (I), op.cit., ps. 39 ayat 2.
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s. konservasi mineral atau batubara;

t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;

u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang

baik;

v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;

w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan

x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan

mineral atau batubara.

Dengan adanya ketentuan seperti yang diuraikan di atas, maka dapat

ditafsirkan bahwa setiap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh

Pemerintah harus memuat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut.

Berdasarkan pengaturan didalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, penulis akan memfokuskan

penelitian terhadap pemenuhan ketentuan-ketentuan tersebut didalam salah satu

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Operasi Produksi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

3.3. Analisis Terhadap Ketentuan- Ketentuan dalam IUP Eksplorasi

Timah PT. Bumi Palong

IUP Eksplorasi yang akan dianalisis dalam tulisan ini adalah IUP

Eksplorasi yang diterbitkan oleh Bupati Ketapang berdasarkan Keputusan Bupati

Ketapang Nomor 574 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha

Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bumi Palong (Lampiran 1). Komoditas

eksplorasi yang diberikan dalam IUP tersebut adalah eksplorasi timah yang

berlokasi di Desa Kemuning, Pondok Natai dan sekitarnya yang masuk dalam

wilayah Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

IUP tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 3

Desember 2010, tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tersebut.

Dengan memperhatikan tanggal penerbitan IUP Eksplorasi tersebut, dapat

diketahui bahwa IUP tersebut ditetapkan setelah berlakunya UU Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian, ketentuan

yang terdapat dalam pasal 39 ayat 1 UU Minerba berlaku terhadap IUP Eksplorasi
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tersebut. Maka selanjutnya akan diuraikan hasil analisis perihal pemenuhan

terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut terhadap IUP

Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. rencana umum tata ruang

Ketentuan ini wajib dimuat di dalam suatu IUP Eksplorasi berdasarkan

pasal 39 ayat 1 huruf c UU Minerba. Penetapan wilayah pertambangan dalam

suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi harus dilandaskan pada rencana

umum tata ruang. Rencana umum tata ruang yang dimaksud secara berhierarki

terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah

provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.62 Dengan adanya rencana

umum tata ruang yang dimuat dalam suatu IUP Eksplorasi, kita dapat melihat

apakah wilayah pertambangan yang diberikan IUP sudah sesuai atau tidak dengan

rencana umum tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang,

sehingga nantinya hal ini juga dapat mencegah potensi terjadinya tumpang tindih

IUP dalam satu wilayah pertambangan. Namun di dalam IUP Eksplorasi Timah

milik PT. Bumi Palong, tidak terdapat ketentuan yang berkaitan dengan rencana

umum tata ruang.

2. jaminan kesungguhan

Ketentuan ini wajib dimuat di dalam suatu IUP Eksplorasi berdasarkan

pasal 39 ayat 1 huruf d UU Minerba. Ketentuan ini menjadi sangat relevan karena

pada saat mengajukan permohonan IUP Eksplorasi, salah satu persyaratan

finansial yang harus dipenuhi seperti yang telah diuraikan sebelumnya adalah

berupa bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.

Syarat tersebut sesuai dengan pasal 27 ayat 1 huruf a PP No. 23 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sementara dalam IUP Eksplorasi Timah milik PT. Bumi Palong, tidak ditemukan

ketentuan yang menyangkut jaminan kesungguhan sebagaimana yang diwajibkan

dalam pasal 39 ayat 1 huruf d tersebut. Dengan demikian, dapat diasumsikan

bahwa dalam mengajukan permohonan penerbitan IUP Eksplorasi tersebut, PT.

62
Indonesia, Undang-Undang Tentang Penataan Ruang, UU Nomor 26 Tahun 2007, LN

No. 68 Tahun 2007, TLN No. 4725, ps. 14 ayat 2.
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Bumi Palong tidak menyerahkan bukti penempatan jaminan kesungguhan

pelaksanaan kegiatan eksplorasi.

3. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar

wilayah pertambangan

Ketentuan ini wajib dimuat dalam suatu IUP Eksplorasi berdasarkan pasal

39 ayat 1 huruf ( j ) UU Minerba. Setelah memperhatikan substansi IUP

Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong, terdapat poin yang menyatakan bahwa PT.

Bumi Palong sebagai pemegang izin mempunyai kewajiban, yaitu sebagai berikut:

8. Menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati
Ketapang;

Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa mengenai rencana pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan dapat disampaikan

dikemudian hari. Sementara dengan adanya pengaturan yang terdapat dalam pasal

39 ayat 1 huruf (j) tersebut, seharusnya di dalam suatu IUP Eksplorasi yang telah

diterbitkan dapat ditemukan ketentuan yang menguraikan tentang bagaimana

rencana yang telah dipersiapkan oleh pemegang izin (PT. Bumi Palong) mengenai

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan,

bukannya menjadi bagian dari kewajiban yang dipenuhi setelah penerbitan IUP.

4. perpajakan

Ketentuan ini wajib dimuat dalam suatu IUP Eksplorasi berdasarkan pasal

39 ayat 1 huruf k UU Minerba. Dalam IUP Eksplorasi kepada PT. Bumi Palong di

atas terdapat salah satu poin kewajiban yaitu memenuhi ketentuan perpajakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seharusnya ketentuan perpajakan

yang dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 huruf k tersebut adalah di dalam Izin Usaha

Pertambangan (IUP) dapat memberikan perincian yang lebih jelas mengenai

kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin yang dapat berupa

besaran atau persentase yang harus dibayar serta perhitungan lainnya yang

didasarkan dengan ketentuan tentang perpajakan.

5. penyelesaian perselisihan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mewajibkan Izin Usaha

Pertambangan (IUP) Eksplorasi harus memuat penyelesaian perselisihan, yaitu

terdapat dalam pasal 39 ayat 1 huruf l. Namun pasal tersebut tidak memberikan
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penjelasan lebih lanjut perihal bentuk-bentuk perselisihan yang dimaksudkan

dalam ketentuan tersebut, sementara di dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur bahwa

setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR atau IUPK diselesaikan

melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang

dimiliki PT. Bumi Palong tidak terdapat ketentuan mengenai penyelesaian

perselisihan.

6. iuran tetap dan iuran eksplorasi

Iuran tetap dan iuran eksplorasi merupakan penerimaan negara bukan

pajak. 63 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang diterbitkan Bupati

Ketapang kepada PT. Bumi Palong tidak menyebutkan besaran iuran tetap dan

iuran eksplorasi yang harus dipenuhi dalam pengusahaan pertambangan mineral

dan batubara yang dilakukannya. Dalam Izin tersebut hanya menyebutkan dalam

salah satu poin kewajiban yaitu membayar iuran tetap setiap tahun dan membayar

Royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam

pasal 39 Undang-Undang Minerba mengatur mengenai ketentuan iuran tetap dan

iuran eksplorasi serta hak dan kewajiban secara terpisah, yang artinya mengenai

iuran tetap dan iuran iuran eksplorasi harus disebutkan secara jelas atau rinci

besaran iuran tetap dan iuran eksplorasi yang harus dibayar oleh pemegang izin,

bukan menjadi salah satu poin kewajiban.

7. analisis mengenai dampak lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal

adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan

yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 64

Berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Minerba, IUP Eksplorasi

harus memuat amdal. Namun dalam IUP Eksplorasi yang dipegang oleh PT. Bumi

Palong di atas, tidak memuat adanya laporan mengenai amdal (analisis mengenai

dampak lingkungan hidup) tersebut.

63
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 128 ayat 4.

64
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 1 angka 25.
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3.4. Analisis Terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Batubara PT. Mitra Tambang Barito

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang akan dianalisis

dalam tulisan ini adalah IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati Barito

Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 272 Tahun 2011

Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Mitra Tambang Barito

(Lampiran 2). Komoditas yang diberikan dalam IUP Operasi Produksi tersebut

adalah pertambangan batubara yang berlokasi di Desa Danau Bambore,

Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,

dengan luas wilayah pertambangan 5000 Ha. IUP tersebut berlaku untuk jangka

waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal 23 Mei 2011, tanggal ditetapkannya

Keputusan Bupati tersebut.

Setelah mencermati Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 272

Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan

Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Mitra

Tambang Barito tersebut, dapat kita lihat bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Operasi Produksi yang diterbitkan tersebut tidak memenuhi kewajiban di dalam

Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara. Adapun hal-hal yang tidak dapat kita lihat di dalam Izin

Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tersebut dimana seharusnya wajib

dimuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara

adalah sebagai berikut:

1. lokasi pengolahan dan pemurnian

Pengolahan dan Pemurnian merupakan kegiatan usaha pertambangan

untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan

dan memperolah mineral ikutan.65 Ketentuan ini wajib dimuat dalam suatu Izin

Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan pasal 39 ayat 2 huruf

d UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun

dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dimiliki PT. Mitra

65
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 1 angka 20.
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Tambang Barito tersebut, tidak disebutkan lokasi pengolahan dan pemurnian. Hal

ini menjadi penting untuk diperhatikan karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan Pemegang Izin

Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk melakukan pengolahan dan

pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.66 Kewajiban untuk melakukan

pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain untuk

meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan

baku industri, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan penerimaan negara.67 Jika

tidak dilakukan di dalam negeri, maka pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 151

UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. pengangkutan dan penjualan

Pengangkutan dalam usaha pertambangan adalah kegiatan untuk

memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat

pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.68 Sedangkan penjualan

adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral

atau batubara. 69 Ketentuan perihal pengangkutan dan penjualan wajib dimuat

dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi sesuai dengan pasal 39 ayat 2

huruf e UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

sementara dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi yang dipegang oleh

PT. Mitra Tambang Barito tidak memuat perihal bagaimana pengangkutan dan

penjualan dalam kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya.

3. modal investasi

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dimiliki oleh PT.

Mitra Tambang Barito tersebut juga tidak memuat ketentuan tentang modal

investasi dalam kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan sebagaimana

diwajibkan dalam pasal 39 ayat 2 huruf f UU No.4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara.

66
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 103 ayat 1.

67
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., Penjelasan ps. 103 ayat 1.

68
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 1 angka 21.

69
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 1 angka 22.
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4. jangka waktu tahap kegiatan

Ketentuan mengenai jangka waktu tahap kegiatan yang dimaksud dalam

pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Minerba adalah tahapan kegiatan kegiatan usaha

pertambangan Operasi Produksi yang meliputi konstruksi, penarnbangan,

pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana

pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.70 Dalam

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dipegang oleh PT. Mitra

Tambang Barito tersebut tidak memuat jangka waktu tahapan-tahapan kegiatan

tersebut.

5. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang

Ketentuan ini menjadi sangat penting dan relevan karena pada saat

mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi,

pemohon wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang.71

Rencana reklamasi dan pasca tambang juga merupakan salah satu persyaratan

teknis yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan Izin Usaha

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diatur dalam pasal 25 Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan. Namun dalam IUP Operasi Produksi yang diterbitkan Bupati

Barito Selatan kepada PT. Mitra Tambang Barito tersebut tidak terdapat ketentuan

mengenai reklamasi dan pascatambang. Dalam Izin tersebut hanya menyebutkan

bahwa PT. Mitra Tambang Barito wajib menyampaikan Rencana Reklamasi dan

Rencana Pasca tambang, sementara menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hal-hal tersebut

seharusnya sudah diberikan kepada Bupati Barito Selatan pada saat pengajuan

permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

6. dana jaminan reklamasi dan pascatambang

Ketentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan

pascatambang berisi antara lain besaran, tata cara penyetoran dan pencairan serta

pelaporan penggunaan dana jaminan.72 Dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP)

70
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 1 angka 17.

71
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 99 ayat 1.

72
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., penjelasan pasal 101.
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Operasi Produksi Batubara yang dimiliki PT. Mitra Tambang Barito tersebut,

tidak dapat ditemukan mengenai ketentuan dana jaminan reklamasi dan pasca

tambang.

7. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar

wilayah pertambangan

Pemberdayaan Masyarakat yang dimaksud adalah usaha untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolelctif,

agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.73 Izin Usaha Pertambangan (IUP)

yang dipegang oleh PT. Mitra Tambang Barito tidak memuat ketentuan mengenai

bagaimana rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar

wilayah pertambangan, sebagimana diwajibkan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

8. perpajakan

Sama seperti IUP Eksplorasi kepada PT. Bumi Palong di atas, dalam Izin

Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dipegang oleh PT. Mitra

Tambang Barito juga terdapat salah satu poin kewajiban yaitu memenuhi

ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seharusnya

ketentuan perpajakan yang dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 huruf k tersebut

adalah di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah memberikan perincian yang

lebih jelas mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pemegang

izin atau dengan kata lain berapa persentase atau besaran yang harus dibayar serta

perhitungan lainnya sesuai dengan ketentuan tentang perpajakan yang harus

dipenuhi oleh PT. Mitra Tambang Barito.

9. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan

iuran produksi

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan Bupati

Barito Selatan kepada PT. Mitra Tambang Barito juga tidak menyebutkan besaran

iuran tetap dan iuran eksplorasi yang harus dipenuhi dalam pengusahaan

pertambangan mineral dan batubara yang dilakukannya. Dalam Izin tersebut

hanya menyebutkan dalam salah satu poin kewajiban yaitu membayar iuran tetap

setiap tahun dan membayar Royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

73
UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 1 angka 28.
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undangan. Sementara dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Minerba mengatur

mengenai ketentuan iuran tetap dan iuran eksplorasi serta hak dan kewajiban

secara terpisah, yang artinya mengenai iuran tetap dan iuran iuran eksplorasi harus

disebutkan secara jelas atau rinci, bukan menjadi salah satu poin kewajiban.

10. penyelesaian perselisihan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mewajibkan Izin Usaha

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi harus memuat penyelesaian perselisihan,

yaitu terdapat dalam pasal 39 ayat 2 huruf q. Namun pasal tersebut tidak

memberikan penjelasan lebih lanjut perihal bentuk-bentuk perselisihan yang

dimaksudkan dalam ketentuan tersebut, sementara di dalam pasal 154 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah

diatur bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR atau

IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Operasi Produksi yang dimiliki PT. Mitra Tambang Barito tersebut tidak terdapat

ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

11. keselamatan dan kesehatan kerja

Dalam IUP Operasi Produksi Batubara yang dipegang PT. Mitra Tambang

Barito tidak memuat ketentuan yang jelas mengenai keselamatan dan kesehatan

kerja dalam pengusahaan tambang yang dilakukannya. Dalam poin 18 kewajiban

PT. Mitra Tambang Barito hanya menyebutkan bahwa PT. Mitra Tambang Barito

wajib mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas

Kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian

dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan

serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan.

12. konservasi mineral atau batubara

Ketentuan ini wajib dimuat dalam penerbitan suatu Izin Usaha

Pertambagan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf s UU

Minerba. Konservasi mineral dan batubara bertujuan untuk mengupayakan

terwujudnya pemanfaatan mineral dan batubara secara bijak, optimal dan

mencegah pemborosan dengan sasaran untuk menjamin manfaat pertambangan

Analisis yuridis..., Nisran Simamora, FH UI, 2012
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mineral dan batubara secara berkelanjutan. 74 Setelah memperhatikan substansi

dalam IUP Operasi Produksi Batubara milik PT. Mitra Tambang Barito, diketahui

bahwa dalam IUP tersebut sama sekali tidak terdapat ketentuan yang berkaitan

dengan upaya konservasi mineral dan batubara.

13. pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri

Ketentuan ini wajib dimuat dalam penerbitan suatu Izin Usaha

Pertambagan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf t UU

Minerba. Adanya pengaturan tentang ketentuan tersebut dimaksudkan agar di

dalam suatu IUP Operasi Produksi, dapat ditemukan bagaimana rencana dan

upaya yang akan dilakukan oleh pemegang izin (PT. Mitra Tambang Barito)

dalam rangka pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri dalam

kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya. Namun malah sebaliknya,

substansi IUP Operasi Produksi Batubara PT. Mitra Tambang Barito tidak

memuat tentang ketentuan tersebut.

14. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang

baik

Ketentuan ini wajib dimuat dalam penerbitan suatu Izin Usaha

Pertambagan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf u UU

Minerba. Ketentuan ini juga dimaksudkan agar IUP Operasi Produksi yang dapat

menjawab perihal penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan

yang baik. Tapi dalam IUP Operasi Produksi Batubara PT. Mitra Tambanga

Barito, sama sekali tidak terdapat ketentuan yang menyinggung hal tersebut.

15. pengembangan tenaga kerja Indonesia

Ketentuan ini wajib dimuat dalam penerbitan suatu Izin Usaha

Pertambagan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf v UU

Minerba. Sama seperti ketentuan-ketentuan sebelumnya, IUP Operasi Produksi

Batubara milik PT. Mitra Tambang Barito tidak memuat perihal bagaimana

pengembangan tenaga kerja Indonesia yang akan dilakukan dalam melakukan

kegiatan usaha pertambangannya.

16. pengolahan data mineral atau batubara

74
Suhendar, Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral,

Batubara dan Panas Bumi, Departemen ESDM, Jakarta, hal. 30.

Analisis yuridis..., Nisran Simamora, FH UI, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57

Universitas Indonesia

Ketentuan ini wajib dimuat dalam penerbitan suatu Izin Usaha

Pertambagan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf w UU

Minerba. Namun IUP Operasi Produksi Batubara PT. Mitra Tambanga Barito juga

tidak memuat atau menyinggung sama sekali perihal pengolahan data mineral dan

batubara dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya.

17. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan

mineral atau batubara

Ketentuan ini wajib dimuat dalam penerbitan suatu Izin Usaha

Pertambagan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf x UU

Minerba. Sama seperti ketentuan-ketentuan sebelumnya, IUP Operasi Produksi

Batubara PT. Mitra Tambang Barito juga tidak dapat menunjukkan mengenai

bagaimana penguasaan, pengembangan, dan penerapan tekonologi pertambangan

mineral atau bataubara yang akan dilakukan dalam melakukan kegiatan usaha

pertambangannya.

Melihat bentuk dan format Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

Timah yang diterbitkan oleh Bupati Ketapang kepada PT. Bumi Palong dan Izin

Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati Barito

Selatan kepada PT. Mitra Tambang Barito tersebut, ternyata format izin-izin

tersebut mengikuti format Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdapat dalam

lampiran Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor

1053/30/DJB/2009 Perihal Izin Usaha Pertambangan pada tanggal 24 Maret 2009

yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

(Lampiran 4). Dengan memperhatikan secara keseluruhan format dan ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam surat edaran tersebut, dapat kita temukan bahwa

pedoman atau format IUP yang dikeluan oleh pemerintah tersebut tidak

menerapkan ketentuan yang telah ditentukan dalam pasal 39 UU Minerba.

Dengan demikian, selain daripada kedua izin yang dianalisis pada karya ilmiah ini,

terdapat kemungkinan besar bahwa semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang

mengikuti format dalam lampiran surat tersebut juga melanggar ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
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3.5. Akibat Hukum Terhadap IUP yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara

Jika dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal tersebut

merupakan ketentuan yang bersifat mandatory atau memaksa karena dalam bunyi

pasal tersebut menggunakan kata ‘wajib’, sehingga pasal tersebut harus diartikan

bahwa setiap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Izin Usaha

Pertambangan (IUP) harus memuat sekurang-kurangnya atau minimal ketentuan-

ketentuan yang disebutkan dalam pasal 39 tersebut.

Sementara berdasarkan hasil analisis terhadap Izin Usaha Pertambangan

(IUP) Eksplorasi Timah yang diterbitkan oleh Bupati Ketapang kepada PT. Bumi

Palong dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara yang

diterbitkan oleh Bupati Barito Selatan kepada PT. Mitra Tambang Barito tersebut,

ditemukan suatu fakta bahwa kedua izin tersebut ternyata tidak memenuhi

sebagian besar ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam pasal 39 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan format dan isi yang terdapat dalam kedua IUP tersebut, kondisi

tersebut kemungkinan besar disebabkan karena Bupati yang membuat IUP

tersebut berpedoman pada format IUP yang terdapat dalam lampiran Surat

Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 1053/30/DJB/2009

Perihal Izin Usaha Pertambangan pada tanggal 24 Maret 2009 yang ditujukan

kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, sementara format

IUP dalam surat edaran itu sendiri bertentangan dengan ketentuan pasal 39 UU

Minerba.

Yang menjadi permasalahan yang akan dibahas selanjutnya pada subbab

ini adalah bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap kedua IUP tersebut,

yang dengan jelas kita ketahui telah melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan, yaitu pasal 39 Undang-Undang Minerba. Hal ini menjadi penting untuk

dianalisis karena meskipun pasal 39 Undang-Undang Minerba termasuk dalam

Analisis yuridis..., Nisran Simamora, FH UI, 2012
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kategori norma hukum yang bersifat mandatory atau memaksa, undang-undang

tersebut tidak mengatur secara spesifik perihal akibat hukum yang timbul terhadap

IUP yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 39 tersebut. Di dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

pelanggaran terhadap pasal 39 tidak dimasukkan di dalam salah satu alasan

pemberian sanksi administratif yang terdapat dalam Bab XXII tentang Sanksi

Administratif dalam undang-undang tersebut.

Namun secara administratif, dapat diketahui bahwa keputusan pemberian

Izin Usaha Pertambangan merupakan suatu keputusan tata usaha negara.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan

oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha

negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum perdata. 75 Bersifat konkret artinya obyek yang

diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud,

tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha

Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal

yang dituju. Sedangkan bersifat final artinya sudah definitif atau tidak lagi

memerlukan persetujuan instansi atasan dan karenanya dapat menimbulkan akibat

hukum.76

Kedua IUP yang dianalisis dalam karya ilmiah ini memiliki sifat-sifat

sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kedua IUP tersebut bersifat konkret,

(objek yang diputuskan berupa pemberian izin pelaksanaan usaha pertambangan

timah dan batubara), individual (ditujukan kepada PT. Bumi Palong dan PT. Mitra

Tambang Barito), dan final (kedua IUP dapat langsung dilaksanakan dan

menimbulkan hak dan kewajiban bagi penerima IUP).

Dikarenakan IUP merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka

setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

75
Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 51 Tahun 2009, LN No. 160
Tahun 2009, TLN No. 5079, ps. 1 ayat 9.

76
Indonesia, Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 5

Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344, penjelasan pasal 1 angka 3.
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oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.77 Dikaitkan dengan IUP

yang dianalisis dalam karya ilmiah ini, misalnya dalam IUP Eksplorasi PT. Bumi

Palong, masyarakat dapat menjadi pihak yang dirugikan apabila pelaku usaha

pertambangan (PT. Bumi Palong) tidak menyusun analisis mengenai dampak

lingkungan (amdal) atau tidak mempunyai rencana pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, dimana hal tersebut

menjadi ketentuan yang wajib dimuat dalam IUP Eksplorasi.

Alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan terhadap

Keputusan Tata Usaha Negara berupa pemberian Izin Usaha Pertambangan

tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.78 Adapun Keputusan Tata

Usaha Negara dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, apabila:79

a. bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

yang bersifat prosedural/formal;

b. bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

yang bersifat materiil/substansial; atau

c. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak

berwenang

Dikaitkan dengan kondisi kedua IUP yang dibahas, maka IUP tersebut dapat

digugat dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang bersifat substansial, yaitu ketentuan pasal 39 Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

77
Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004,
TLN No. 4380, ps. 53 ayat 1.

78
Indonesia, Ibid, ps. 53 ayat 2.

79
Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: RajaGrafindo

Persada, 2005), hal. 41.
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Sedangkan yang berwenang mengadili sengketa tentang sah atau tidak

sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, atau dengan

kata lain yang mempunyai kewenangan memutuskan apakah Surat Keputusan

Tata Usaha Negara itu sah atau tidak hanyalah pengadilan tata usaha negara.

Dengan demikian, akibat hukum yang dapat ditimbulkan terhadap IUP

Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Mitra

Tambang yang tidak memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Minerba

adalah kedua IUP tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah melalui

putusan pengadilan tata usaha negara. Atau dengan kata lain, meskipun terdapat

suatu IUP sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang melanggar ketentuan pasal

39 UU Minerba, tidak dapat secara langsung kita simpulkan IUP tersebut menjadi

tidak sah atau batal, melainkan harus melalui suatu putusan pengadilan tata usaha

negara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu IUP menjadi sah atau

tidak.

Analisis yuridis..., Nisran Simamora, FH UI, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 Universitas Indonesia

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang dijabarkan dalam Bab I,

maka penulis mengambil kesimpulan yang didasarkan pada pembahasan

sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Setelah melakukan analisis terhadap substansi yang terdapat di dalam Izin

Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Timah yang diterbitkan oleh Bupati

Ketapang kepada PT. Bumi Palong, sangat jelas terlihat bahwa penerapan

ketentuan yang terdapat di dalam pasal 39 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dilaksanakan dengan

sepenuhnya. IUP Eksplorasi tersebut tidak memuat sebagian besar

ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam pasal tersebut, yang meliputi

ketentuan mengenai rencana umum tata ruang, jaminan kesungguhan,

rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar

pertambangan, perpajakan, penyelesaian perselisihan, iuran tetap dan iuran

eksplorasi, serta analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal).

Hal ini juga terjadi pada IUP Operasi Produksi Batubara yang diterbitkan

oleh Bupati Barito Selatan kepada PT. Mitra Tambang Barito. Dari 24

ketentuan yang wajib dimuat dalam suatu IUP Operasi Produksi

berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara, setidaknya terdapat 17 poin

ketentuan yang tidak dapat ditemukan dalam IUP tersebut. Keadaan ini

sangatlah disayangkan, karena ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

pasal 39 tersebut merupakan suatu persyaratan minimal yang seharusnya

ada di dalam suatu IUP Eksplorasi maupun Operasi Produksi, akan tetapi

bahkan sebagian besar dari ketentuan tersebut tidak terdapat dalam kedua

IUP yang disebutkan di atas.

2. Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara, tidak terdapat ketentuan secara spesifik yang mengatur
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mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila ketentuan yang diatur

dalam pasal 39 Undang-Undang Minerba tersebut dilanggar.

Namun secara administratif, kedua IUP yang diterbitkan oleh Bupati

tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah melalui gugatan oleh

pihak yang dirugikan akibat pelanggaran pasal 39 UU Minerba tersebut

yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat

dilakukan karena berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelanggaran

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 39

UU Minerba, dapat dijadikan dasar oleh Peradilan Tata Usaha Negara

untuk menetapkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Usaha

Pertambangan menjadi batal atau tidak sah.

4.2. Saran

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kondisi IUP Eksplorasi dan

Operasi Produksi tersebut tidak menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara karena pada dasarnya izin-izin tersebut dibuat dengan

berpedoman pada lampiran format IUP dalam Surat Edaran Direktur Jenderal

Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 1053/30/DJB/2009 perihal Izin Usaha

Pertambangan yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh

Indonesia. Maka berdasarkan kondisi yang demikian, pemerintah disarankan agar

segera membuat peraturan baru untuk menggantikan surat edaran tersebut dengan

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang

Minerba sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah dalam menyusun Izin Usaha Pertambangan yang tidak bertentangan dalam

undang-undang.
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DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
D{REKfORAT JENOEML MINERAI.' EATUBAM DAN PAMS BUMI

EDARAN
NOMOR ot,.E/t1hlB/?0lo9

TEMANG

PERIZINAN PERTAMBANGAN MINEML DAN BATUBARA
SEBELUM TERBITilTYA PERATUMN PEMERINIAH SEBAGAI PELAK9qNMN

UNDAI.IG.TJNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9

Sehubungan dengan telah dlundangkannya'Undang-Undang No. 4 Tahun 2009
tentang PErhmbangan Mineral dan Balubara (UU PMB 2009), LN Rl fahun 2009 No.
4 d3n TLN Rl No.4969, dalam penyelenggaraan urusan di bldang pertambangan
mineral dari bafub.ara sebelum terbitnya peraturan pemerlntrah sebagal pelaksanaan
UU PMB 2009 dengan ketentuan:

A Gubemur dan Bupati/Walikob di seluruh Indonesia agar memperhatikan hal-iral
Eebagal bedlst:

1. Kuasa Pertambangan (KP) yang telah ada sebelum berlakunya UU PMB 2009,
temasuk penlngtatan tahapad kegiatannya tetap diberlakukan sampal Jangka
waktu'berakhlmya KP dan uajib disesuakan menJadl IUP berdasarkan UU' 
PMB 2009 pallng lambal 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU PMB 2009 lnl.

2. Merghentikdn sementara penerbitan lzin Usaha Peitambangan (lUP) baru
sampal denlan diterbid<annya peraturan pernedntah sebagal pelaksanaan UU
PM82009. '

3. Berkoordlnasi dengan Dhektorat Jenderal Mlnsral, Batubara, dan Panas Bumi
atas 66mua permohonan penlngkalan tahap keglatan Kuasa Pertambanqan
lemasuk perpa@ PMB 2009'

' 4, Menyampalkan kepada Menterl Energl dan Sumbor Daya Mineral mehlul
Dlreldonit Jenderai .Mineral, Bafubara dan Panas Buml eemua permohonan

' Kuasa Pertambangin yang telah dblukan, din telah mendapat.persetujuan
Den€dansan wilaiah iebelum bertakunya UU PMB 2009' untuk dievaluasi
dan dive-riffrasl 

-dalam 
rangka memperolapkan Wilayah' ldn Usaha

Pertambangan (WIUP) sesual dengan ketentJan peraturan perundang-

)

V ,
t .
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gdansy. 9! b]_OgnS ffi ruang nastonal, pating lama 1 (satu) bulan sejakEdann lnldlterbltkan.

5. yeinbetlquqn kepada pdra pemsgang Kp yang blah melakukan hhapan
lcs.taun etqprgqgl a!1^gkantothsa paks hmiar 6 (;nili-itffi;1;i;
berhkrnya uu pMB 2009.harus menyamparkan reniana tiigtaun pdaa-
seluru. h wllayah KP aampal dengan jpgl€ uatcu teraf<hhyl Kp fint kmendapatkan persetujuan pemb_erl lzln Kp, dengan tembusan faiaaa Ofenui
Jendsral Mlneral, Batubara dan Panas Buml.

6. surat.Ko!,utusan Kuaea. perE nbangan yang dlterbitkari Menreri, Gubemur,
Bupailwalikota setelah tanggal 12 Januarr 2oog drnyatakan uadt oan uaiii

. berlaku,

7. Dlreldorat Jenderal Mlneral, Batubara, dan panas Bum! akan rnengeluad<an
format penebltan IUP Ekeploraeldan IUP Operasi produksl.

8. Peflnohonln baru Surat lzin Perhmbangan Daerafi bahan gallan golongan C
termasult perpanJanganrlya yalg dtalukan seibelum berlakunya UUFMB-200S,

. t6tap dlprces rnEnjadl IUP sesual dengan UU pM-B 2009 setetali
. be*oordlnasidenganGubemur.

B. Permohonan Kontrak Kar).a'da4 PerJanjian Karya Pengusahaan pertambangin
Bafubara'sebagalmana dlmaksrd dalam Pasal 172 UU PMB 2009, pating lambat
I (enam) buhn seJak berlakunya UU PMB 2009 Inl'harus membentuk Badan
Hukum Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagal
bahan portlmbangan dalam memproses IUP sesuai dengan UU PMB 2009 .

Demiklan Edaran tnl dibuat untuk diketahUl dan dlp;tuhl.
' 

Dltetapkan dl Jakarta

padatanggal ,o JanuarL 2009
Mented Enargldan Sumber Daya Mlneral

Tembusan:
t. Mefiorl

Jendenl Mineral, Batubara dan Panas Buml
9 .

Dr. lr. Baribang Sedawan
NtP. 100005432

Day" Mlneral
2. Mentad Dalam Negerl
3, Sekshrh &ndenl Dapartanen EnBrgl dan sumber Daya Mlneral
lL lGpala Blro Hukum dan Humaa Dopartem€n Enargldan Sumbar Daya Mlneml
(5) Dlnkfur PemHnaan Perpusahaan Mlneral dan Batubara
t Dlreldur Tehlk dsn UDgkungan Mlneral, Batubara dan Panas Bumi.
7, Dlrldur Pemblnaan Program Mlneral, Batubara dan Panas Buml.
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OEPARTE}IEN ENERGI OAN SUMBER DAYA II,INERAL REPUBUX INDOI{E8IA
'.D|REKroRAT JENDEML MINERAI, BATUBARA DAN PANAS BUMI

. Jalan Prot Dr, SuDomo, SH No, 'l0 Jal€rb 12870

TFdptPoS:a@r(Fr TrkDon: oeo uet008 Frh|rlD:(fa0 lat laa F'trl:6hlhbrrhroE
i 4nior.(h.!og

Nomor :1053/30/DtB/2009
. Lamplran : 1 (sdu)eksp.
Pdlhal : ldn Ueaha Perlambangan

24 MaBt2009

Yang bftormat
1. cubsmur dl seluruh Indonesla
2. Bupad/v\rallkota dl eeluruh Indonesla
dlhmpat

Sehubung'an dengan telah diteditlonnya Surat Edaran DlrekM Jenderal
Mtnoral, BatJbara dan Panas Buml aka nama Menteri Energl dan'Sumb€r Daya
Mlnerai Nomor .03.E/31/DJ82009 hnggal 3{l Januarl 2009 tentang'Pe*dnan
Perbrnbangan Mlneral dan Balubara Scbehjm Terbltnya Penafuran Pemedntah
Sebagal .P€laksanaan Undang-Undang Nomor 4 ' Tahun 2009 (sebagalmana
tedgmpio serta niemperhatkan maslh adanya keslmpangsluran pemahamart
terhadap gurat edaran terseblrt, dengan Inl dlsampalkan :

'1. Kuasa Pertambangan (KP) yang maslh bedaku rvajib disesualkan menjadl ldn
U6aha Pertambangan (lUP) dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 4
Tahun 2009 (UU PMB 2009) dan menggunakan fomat IUP eebagalmana
btlamph.

2. Untuk peningkatan atau perpanJangan Kuasa Pertambangan (KP)
dikoordlnaslkan kopada Dhektur Jenderal Mlneral, Batubara dan Pana6 Butnl
. serta {aFat diproses tebih lanJyt dengan mengaou kepada UU PMB 20Gl dan
menggin--a-k-aTTffi ltlUPsebagalmanatedampir.

3. Pdmohonan KP yang tehh dbrlma sebelum dibstlakul€nnfa UU PMB 2009
hngal 12 Januerl 2009 dan telah mendapail<an pencadangan wilryh dapat
dlproseg leblh lanjut dengan filengacu kepada UU PMB 2009 tanpa melalul
biarg dengan rnenggunakan format tUP sebaplmana.bi'kflplr.

4. P€rmohonan Konirak lGrya dan/atau Pedanjlan IGrya Pe.ry!1a!??!
Pertam6angan Batubala eebagalmana dimaksud dalam pasal 172 UU PMB 200S
vano dlterlma pallng lambat 0 (enam) bulan 86jak dhedakukannya UU PMB 2009
iaritehn mendapatkan. persetuluan prlnslp harus membentuk Badan ,'rkum
Indoneh 6erla 

'dapat 
hlproses' leblh lar{d ta:npa melalul lelang dengan

.. menggunakan fomat IUP sebagalmana igrlampk

5. Dalam hal peFbentukan Badan Hulom.lndonesla dan petseqj!?! penanqman
mddal, agai dntoordlnaalkan dengan D4nnemen Hukum dan llAM serts Badan
Funan'amian Modal (BKPM) oeblah m6ndapatkan rekom€ndasl dad Dlrektorat
Jenderal Mln€ral, Bafubara dan Panas Buml'
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6. lMayah serta balas koordlnst dlmalGud pade butlr 1, 2 dan 3 dl abs lermaEuk
Infbrmasl wilalah yang harus dleampalen kepada Dlrektorat Jenderal Mlneral,
Barhrbara dan Panas Buml dalam rangka penyrsunan Wlryah ldn Ugaha
PshlrSangan sebagalmana dlmabud pada Surat Rlaran Dlrcktur Jenderal
Mlneral, Bahbara dan Panas Buml Nomor 03,E131/DJBi2009 butlr d4.

Ahs perhadan Saudara, dlucapkan ierima kaslh.

T€Nnbusan :
1, Menled Enegldan Sumber Dap Mineral
2. Merded Dalam Negerl
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Membaca. ' : * 8 n l & ~ t m r ~ ~ ~ . . b t m r o c , t ~ ~ . . . ~ '  
pamhomnm -Pettambangart; * * : b a ( l w a - h a s l e m ) m w  
-mw-~-~-sy$raf 
u n M c - m I U P  Elcspkrasr; 

Mengigat : 1. Und&ndng Homer 23 Tahun fa87 tentang 
Pengelofam Lfngkungan HMup (LN Tahun 1997 Nomor . 
ss,m=x. 

2, Undmg-Undang Nornor 92 Tahun 2004 bdmg 
Pemetlntahan Dax& (U11 'Xahun 2004 N m  125,Tl.N 
4437) sebagahm tstah dlubah dagai IfndWm 
Nomor 8 Tahy 2a05 tentang Pemkpan PeMmn 
Pemetintah Pwgganti UndangUndang N b r  3 Tahun 
2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nom 32 
Tafwn S O 4  .fentang herintahan tlhemh rnec/adi 
Undang-tJndmg (LN Tahun 2005 N~mor 108, TlN 4548); 

3. Undang-Undang Nan\or 25 Tsihun 2007 tentang 
Perranaman Modal (LN Tahran 2004 Nomor 67, RN 4724k 

4. Undang-Undarag Nomor 26 Tahun 2007 P e M  
Ruang (LN Tahun 2007 Nomot 68, TLhl4725); 

5. Undang-Undang Nomar 4 Tahm 2009 Tertkng 
pertambangan Mned dan EWhm (Ul Tahun 2009 
Nomor4, TLN 49598 . 

6. Peraturan P e r n e w  Notnor 27 Tahun 1090 tsntang 
Anaasfs Mengd Dantpak lJw#w@n Mdup (LN T d m  
105Q~mor~,'tiM3838) 

7 . ~ e r a t u r a n \ ~ N a m o r 3 8 T ~ 2 0 0 7 ~  
Pembagian uman - 'pmdmh Pusat 
PemerIntahan Deerah pmhdb Pemerlntrrhan Oaerah 
Kab~(U1(rahun=Nomor62,m4157) 

8.Pemtwat1 PemaWh Nomor26Tahun 2008 Mang 
fbmt~TatafUmg WPlayah Nsslonel (Ud Tahun28 
tbmor48,ll)J4893$ 

8. 'f'- Rae& F'lwhmb-* - ... 
Tahun .... h h g  ... @- ... 

. 
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. . -- 
wpe- 
Alamat 
Krwn-. :Mineral bgarwkhid bukran 

lom--m** 
Cdcasi Penambangan : 
Desa . 
KecamaEan 
~ e n l l c o p a *  . 
f'rovlnsl . 
Kode Wayah . 
Luas Ha 
Dengan Peta dm d ~ ' ~ r d i n a t  WlUP yang ~~n 
d e h  M-ur/Bm-* sebagaimana 
tercantum daIan,Lamplmn I dan LampIran II Keputusan M. 

Jangka LohI%lz2' Bedaku !UP EkspkxasI: 
J m  walQI KegMan (sesuai kornodii tambang): 
a. P e m  Umun oelama ...... 
b. Ekspwdmkma ....... 
0. s f u d l m -  ....,. 

KEDUA : Pemegang IUP Elcspkrad fnempunyai hak untlrk. melakukan 
kegkfan imyMkm mum, eksplorasi,dan stud k e f m  
dafamWodukjangkawakbr~t&un(sesualdengan 
-~wkgdnaa*leanhmdrlm uldsng 
UndangNomor4Tafwr009) 
T-mtanggal-KepukrsanHrampat ... dmgm tang@ ,. Tahun 

KEllOA : WWkIIctaarang 
mwpersetlduan--. 

m p t h a k  

-AT . : PT ... 8d~W m. IuP Ebpbmd dalam 
- - m s n V w n y a l ~ ~ a n ~  
mbagahana)wrcarctun dalam Lamphn IU K d j  in& 
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*bffUAfoEMMf-A 
- ~ O B K 5 A N ~ ~ A  

Dkhpkfdn dl ........ 
@ m n a t  

MenteffiubemurW-a- 

. 
...H." 

NIP ,, ,... 
Ternbusan: 
1. Menteri Energi dm SLlmber Daya Mineral 
z MenbiiKeuangan 
a sdwtaris Jended Depatmen Energi dan ~ & r  Oaya M i l  
4, ~ . l e n d d D e p a r t e m e n ~ d a n S u n ~ b e r D a y a M E n e r s l  
.a DbektwJenderal 
a OlrekkrtJenderaf 

Keuanean 
n, W a n  

7. D b k u  Jenderal Pend- Daerah, Dgrlam N W  
8. Wernur ..... 
Q.Btpratl..,... 
ro.Kepa!a Bkr, Hukvrr dan Ht,mMqAa Bee KeuanganMpala 

Fbmeman dan k j a w ~  Luar Neseri, 8d@! beparbmm &lergl 
dan Swnber Oaya Mind  

i i . ~ D l r e k f R c c l t J e n d e r a l ~ e n a l , ~ d a n P a r r a s ~  
iz Wrekkrr Teladkdan Ungkwgan MhefaI, B$ubara dm Panas Buml 
is.c%&twPembb#lanFrogramMlnetrd,Batubaradru\PanasBumt 
1 r . O ~ P e m M n a a n ~ ~ . d a n ~  
48 addur PaJak &mil dan Bangum OsQarkrmen K@mngan 

. 1 6 . ~ o l n a s ~ d a n s U n b e r O a y a ~ I , P r o l v t n s l . . . . , .  ....... tI. lbpata Ohas fMambmm den EnergC 
ra DM PT .......... 

a 
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- i(omxT" :MiWdw-m- - W W u A Y '  : ."*.....* fia - KOOEWIUYAH: 
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= yuhiikd padr Pengad* Nag& tempt dmam lokab WfUP 
berads, 

2 ~ e n d i r h n  ka&perwaki~an dl bkul temp~t dlmam WUP berada 
9. melaporlcanRnncar#~nvrJsEasC 
4. -wd=-lemtnanpew-* keg- 

elccplorasl datam banMc depasits r e k  US $ (00,000 pads Bank 
p e m e r o n t a h y a n g d a u r r g u k o l e h d a c l a t a s m  
F s f V W m  resua7 dengan kelentwn pembw - 

6. ~ ~ 8 ~ ~ p s d a ~ N ~ ~  
. mw WIHUM Cat#nr depan dan h i  keglatan setkip fdm 

kepada t&dMhhW 6upiWaRate dengan t e m b ~ ~ ~  
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, 

07.Wd& r$aJ kt- W&U! gcada bulir t6, mqak%&a 1up 

~8.mertereplcan-hpertambanganyarrgbaIlC 
9Qtmmgekh keumg&i sesud dengan skdem dclffAansr I-& 
;La.msl;rporlarn pcd-nam l=we- pemberdayaan llkwdaf 

reterqpaltseccrrabedraIa; 
21. rnefaOatkan dan menjaga keleskkin fungsl dan daya dulamg sumber daya 

ah. yang bersangku&n sesuaf dengan btmtm peraturan pew\dang- . 
-II; 

'22 mm~&~~lcen pemanfaatan tenaga ke&t seBempat, barn,  dan jasa d a b  
n- d a ketmfum ~ e r n g ~ ~ n d a n g a n ;  

23:mertglkuts~kan seopffmal mcngldn pengush bkl yang ada di daerah 
t-6w 

2 4 . ~ ~ g u n a a n p e n r o a h c a n l a s a p e r t a m ~ a r r g a n w -  
nasbnal sbsfa menyampah data dan penggmaan maha@ 
~ r e c a r a b e r k a l a a E s u ~ a p a M l a d l p e r k r k a n ;  

25.- tdbatbn anak pwwahm ~4arJau af&a&w dalam b#ang 
u s e h a l a s a ~ ~ ~ y a n g d i w a h a k o n r p r a , - f h m ~  
EAetften 

hatcatast;nrahm 
' U P  Elcsplorrd dan 

~ ~ G l c p p l o r a s f y a n g m k y l a m  
unumi trrpocPn w.ksgfatm .wml 

t .  
I 
I 

I 

I 

I 
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* 
C 

b. ~ ~ d ~ ~ ~ ( M W k g ) d a n a m w ~  
mabut hetsapemerOkr#andaff oonbah yang blah dfami#@* 

banaunl~mmtwbang 
dan termasufc fasmtas pel&.& dan pmM&n, abila dianggappedq 

f. bsgl P W ~ a n f J ~  - Fw 
myang-fsfermasrrkraneatrg - w - den 

kmasymhh. @ah @petMcan rcntrrk mtmenuht kebubhw 
w w  m -bang eklbd kw1- 
pau&aan dalam waMu 5 (Uma) tahun eeIah dm- periode 
operasc 

g.srrakr studltentang kebutuhantewga kerja cakemudfan 
~engusahaan dengan V jefits dan laman~a yrng 
diperkrkan unh8< nwjamln psnggantlan kmga kerja asfng oleh temaga 
ke@ k w l d  dan p e w a n  %saga keda setempat tiem&hd 
r r w n d J k f n s * ~ n * y a n g - d ~ e f i s l e c l d a r i .  
wxw-w 

h sbtdi dampk fislk. menQeAaf pemgaruh yang akan tlmtnd tdmdap 
Ingkttng;urw~w-kegtatanpenglwrhasn,~- 
okaft-denean-derrgsn-~m 
m p e n y a r a t a n .  

I . m a u ~ - t e n t a n g ~ d a n l ~  -creterrlpstYw 
~ ~ - m e l a y a n l * p e r r g u s a h a a a ~  
~ d e t a p y a n o m ~ - - ~ ~ 6 ~  
t a h u n ~ d i m ~ ~ . a p e c o s l ~  

j ~ - ~ p e m e e r r r ~ n - - - ~  
psrotehan-dan---mu- 

.~oerta~-m--wlrrng 
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FORIIAT

. IZIN USAHA PERTAMBANOAI'I.OPEMSI PRODUKSI'

[KEpAlA SUMT MENTERI, GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTAI

. TENfANG.
PERSETUJUAi{ PENINGKATAN ZIN USAHA PERTAI'IBANGAN

dGplonast MEtt tADllzlN UsAHA PERTAMBAIIcAN oPERAsl
PRODUKSI

TEPADA PT...

M ENTERUGU BERN UR/BUPATI/WALIK9TN,

Membaca : Surat Direktur Lrtsrna F f '..' Nomor "' Janggal "' perihal

. permohonan tdn Usaha Pertambanga$

Menimbang:bah.unbErdasarkanhasi leva luas l . leq|atan|z |n . .U8aha.
Pertarnbangan (lUP) Et<splorasl PT "' telah memenuhl s49t
l;nt"i aid''il"it iersairluan penlngkatan keglatan IUP
Eksplorast menjadi IUP Operasi Produksi;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1S97 tdnhng" 
F"ng.iot."n fingkungan Hidup (LN Tahun 1997. Nomor
68, TLN 31699);

Z. Uniang-Unqdng Nomor 32 Tahun 200l. ten!.nS--Fu#rfrt 
nin Daerah (LN Tahun 20u Nomor 125' TLN

alin sebagaimana telah diubah dengan UndangrlJndang
Hom6r g iahun 2005 tentang' Penetapan Peraturan '
Pemerlntah Pengganti'Undang-Undang Noinor. 3'Tahun
loos ienttng Pe-nlbahan atas UndangUndang. Nomor.32' '
i"nun iooi tentar€ Perqerinbhan Daerah rnenladi
Una"ng-tlnOang (LN iahun 2005 Nomor 108' TLN 4348);

. 3.uil;;a;a"nd'Homor 26 Tahun' 2007 Httans' -' 
F.nanitan Molal (LN Tahun 20o4 Nomor 67, TtN 4724);

*. LnAino-Undang Nomor2E Tahun 2007 tenlang Penaban" 
nuano:[N Tahin 2007 Nomor 68' TtN 4725);

s. ijnojirFnoang Nomor 4 Tahun ?90! . T"lq's- 
FJtt"t":u.r,s"t-Mlneral dan Bahrbara (LN Tahun 2009
Nomor 4, TLN 4959);

o. Fir"tur"it penrennbtr Nomor 27 Tahun 1999 icntang-. 
AtLlil; M""senal Dgmpak Ungkungari Hidup (LN Tahun'
lsSg Nordor5g'TtN 3838) -

Z.Feratlran Penierinu,tr Nomor'38 Tahun 2007 ienhng'bim6ioUn 'Unsai qnbfa pemerlntah Pusat'
bElilr"#'ria; rj.tr.t' prwtnst, Pimerhfiahan q1t'"h '

i<"6uc'aGn/Kou tl-ll Tahun 2007 Nomor 8!, TtN 4737)
g.Fira{ran'pernehnEh Nomor 26 Tahun 20rE bnhng-'R 

t** Tih Rmng Wl4Eh Naslonal (tN Tahun 28
Nomrir4d, TLN 4833,)

9. Peratiran Daenh ProvlnsUKabupatenKota' Notror "'
Tahun ,,.. tontang ... tangga! ... <,rrd6
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEdEI.APAN

. s€StlAl DENdAN TGWANANGAM.TA
- SESuAt DEn6r,l{ t(oMoDm^sNYA

TerhitrB muhl tanggal dfretapkailiir' Keputrsan inl sampit.
dengan hnggal... Tahun .,.

IUP Operssl Probukgl Ini dlhrang dhhdahFngankan kepada
pihak hln bnpa persetujuan illerilerilGubemuriBqaf/
Wallkota'
PT ... eebagal Pernegang IUP Operasl Produlcl rtahm
mdaltsanakan kesbbnnya mempunyal hak dan kanaiiban
sebagalmada tenanfum dalam Lamplran lll Kepufusan lnl.

S6lambat-lambahya 60 (enam puluh) hari kerla seblah
dibtbid<annya K€putusan ini pemegang IUP Operas. Produloi
sudah harus menyampakan RI(AB kepada Menbd/
GubemurlBupat/Walkota' unluk mendapEt p€rseturuan.

Terhibmg sejak 90 (Sembilan puluh) had kerJa selak
persetrjuan RKAB sebagalmana drmaksud dalam diktm
Kelirna Pemegang IUP Openasl Produksl sudah haruS
memulal akti'fitas dl lapangan.
Tanpa mongurangi ketentuan poraturan perundang-undangan
maka. IUP Operasi Produksi inl ' dapat dherhentkan
sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pernegang IUP
Operasl Produksi tldak memenuhl kewaJiban dan larangan
sebagalmana dlmaksud dalam dlkfum Ketlga, KeempAt. dan .
Kelima dalam Keputusan Inl.
Keputusan Menteri/Gubemur/BupafrrMlalikota ini' mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan atau berhku surut ,...

Dibtapkan dl ........
padahnggal '

MenteilGub'bmur/tsupatl/Walikob

NtP........

Tembusan:
t. Mentsri Energi dan Sumber Daya Mlieral
2 Menbri Keuangan
3. Sekretaris JEnderal Depattemen Eneql dan$umber Daya Mineral'
4 lnspcktur J€nderal'Depademen Energi dan Swnben Daya Mlrrral
5.' Drektur Jerderal PaJah Departemen l(anngan
B. Dirakfur Jenderal Perbendaharasl, Deparlemgn Kouangan
7, DireklurJendenal Pendapatan DEerah, Departemen Dahm "e51.1fr*fuAnalisis yuridis..., Nisran Simamora, FH UI, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Men€tapkan :

KEgqTU

Alamat
Ka arg€negaraan
pemegang
sahamrhegara asal
perusahaan)
Alamat
Komoditas

Lokasl Penambangan
Desa
Kecamatan
Kabupaten4(ota
Provind
KodeWlayah
Llas. .

10. Keputrsan MenbdGubemur/BqtAtilWalikotar Nornor ..,.
Tarygal .... tentang pembsdan. Kuasa Pertambangan

. PenyelHlaan Umum.

, MEMUTUS$N:

KEPUTUSAN MENTERUGUBERNUR/BUPATI/WATIKOTN
TENTANG PERSETUJUAN PENINGIGTAN IUP
EIGPLORASI MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI KEPADA
PT. . .

Memberikan lzin Usaha Perbthbangan Operasl Prcduksl
kepada:
Nama Perusahaan : PT
NamaDlreksUlGmlsarls :
Pemegang saham perusahaan dengan mencanfumkan :
NilaUpersentaslsaham :
Nama pernegang saham : .,..,(peroianganherusahaan)
Pekerlaah pemegang eaham (unfuk peorangan)

Mineral logam/mlneral .bukan
logam/batuan/batubara:

......ha
Denqan Peh dan dafiar koordinatWUP yang dibrbid<an oleh
Menleri/Gubernur8upaWVallkotar sebagaimana tercanfum
dalam Larnplran I dan Lamplran lt Keputusan Inl.

Lokasl Pengolahan.dan Pemumhn:
Penganglobn dan PenJualan :
Janqka uraktu Bedaku lUP :
Janika waktu Tahsp lcgiatan (sesual komoditas tambang):
a Konstruksl s€lama ......
b. Produksl selama .......

: 
' 
Pemegang IUP Operasl Prodr.d<si mempunyal hak untuk .
meblcX<an keglatan konsfuksl, ptodulcsl' pergangkubn dan '

nenluatan.iari p6ngolahan dan penrumlan dalam WUP
Lnurk ianstra watcu 20 tahun dan dapat dlperpanJang 2 (dua)
kafi iGsin-gnaslng 10 tahun (sesual daEq! komdq? . '
bmbang s-esuai UnOartgundan0 Noinqr4Tahun 2Yl 

t'wB

KEDUA
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8. Gubemur,.,..
9. Bupatli^ilallkob......
10. Keiala Blro Hukum dan Humae/Kepala Blo KeuanginKepala Blro

Perencanaan dan Kerjasarna Luar Neged, Se{en Departemen Energl
dan Sumber Da)ra Mineral' ' lt. Sehertaris DireKorat Jenderal Mlneral, Batuban dan Panas Bumi

12 DhekturTeknik dan Llndkungan Mlneel, Batubara dan Panas Bumi
13. Direkfur Pembinaan Prograrn Mlneral, Bafubara dan Panas Buml
14. Dir€ktur Pemblnaan Pengusahaan Mineraldan Bafubara
15. Dlrekfur PaJak Bumldan Bangunan, Depafiemen Keuangqn
18. Kepala Dlnis Pertambangan dan Surnber Dala.Mineral, Provinsl ...'..
17. Kepala Dinas Pertambangan dan En€tgl, Kabup'den .......
.ii. rji'!r<"iFir..,...:.. <rrrld

f \,1
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UMPIMNII

PEIA DAN KOORDI|\IATWIIYAII IZN USAHA PEFITAIIiIBANGAI{
(Sesurl Kepufrsen IUP OPERASI PRODUI(SI Elcaplorasl Pada Tahap
lGglabn Penyeld0on Umum).
LOKASI
- PRO/INS|.- 

IqBUPATEN
- KOMODTTAS

logarn/bafu a n/batbars-
- LI.|ASWII.AYAH

: Mlngral logam/mlneral bukan

<r-b

i .!at rrl nFM:AN l(ClMOIttTr'6llYA

"'i,
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I.AMPIRI|NIII
Fhk d8n f€tt ailban
A 'Hak

1, msnasuki WUP s63ual dqusn p!ilr dan d8frar koodhat' 
2, mc{akranakan k€glatan IUP Opf.d Ptodticl (Kon*ttlsd, Produksl,

Peqplahan Pemumbn dan Fengangbtan Panjuahn), losual dengan
ffi ntrd| p€raturan pann&rE.{mdfi gafi

3. membarpun fasilltas penu{arg klgHn IUP Operasl Prcdukel
(Konstd<gi . Ptodula|' PsEohhan Panrrmlan dan P€ng8ngkutsn
pbnlualan). dl dahm maupn dl lnrWUP;

4. dapil menghen{kan sswEldr.l,Ekfu lFgbtan IUP opcrasl Produbl
0(mtukd, Prcduksl, Pe@ohhan Pomumhn dan P€ngatEkutan
Fsnjualan), dl sdap badan fru bebsEpa laglan WUP-dengan

. ahssn litrwe totanjuten dad ksghtin IUP Oporasl Ploduksl
(Kmsbulcl, Produkel, F'engohhan Pemumlan dan Peqgngkutan
FeOriatanl, tsls€but fdak bysk ahu pralda secara korncru 'l maupun
karena keadaan lcehar, headan yang rn€nghalangl s6hhgga
m€rtiDhJlkan psnghildan ssbqe bn &u 66lutuh keglatan usaha
partrmbangan;

s. inematuton pcmohonan pagusahaan mlneral hkt }ang Ful€n
merWitcan asbstasl mhreral utima yaru dtkebtnukan dehm WUft

6. mcmi$*an petnyaban [dak bsrnhat tetradap ponoulahaar mlnerd hkl
varu 5uta.r herupalcan asoslad nrhonl utama yang dlolamukan dahm
.WIUR

Z. hemintaakan sarana dan Prasaram umurn untrk keperlua! keglatan
tUP operasl Prcduksl (l6nisuksl, Produksi, Pengolahan Pemumlan
dan P6ngangkutan PenJuahn), seblah mamenuhl ketentlan Porafuran' 
Derundang+ldangan;

. a. aao€t melakukan-kedasama dengan parusatraan laln dalam rangka
p"hggun""n settap fislllhs yang dimllikl oleh perusahaan. laln baik
!aii- 6urgti""i bcngan . p6rusahaan atau tldak 6esual dengan
ketentuan penturan parundang-undar€En; . .--..- ..

9. daoat membangrjn sarana din prasirana pada W|UP laln Eelelah
mindapd izln dirl pemegang IUP yang bercangkutan'

B. Kewafban- 
i.';lttiln yurtsdftll pada P.n€Edtan N'eEed tsmPat dlmana lokasi wlUP
' b€fada." 

z SffiauambatDta I bulan sdetah dftetapkannya. keputusan Inl'- 
pi""gttirg tUF {iperasl Produrlct harus sudah mElabanakan dan'nenvimpi*an 

lsporan patrntokan bsts3 wilayah IUP Op€rasl'proalfsirepiaau-mtcd,Giubcmut'Bupat/waqkoE 
. -

3. Hubungan'antan penregarp IUP olerasl Ptoduksl dengan plhak-' 
kdg:r 

-menjadl 
tariguni Janau pemegang IUP ae$al kebnuan

Pcrundang'undangan
4. helaoorkan Rencana lnroaH.
5. Menlbmpatkan Bncana ltHanesl
8. Menvamialtan tsncana pasca bmbang
t: ;iilfioiuan lamhen pbrut pan tambang (sesual umur tambeng)
i. 

'ni"iyitipin 
ti Rl(AB'sehnbat+mbdtya ryga lylan November-' 

,,a-# meitouu rencana tahm dcpan dan reilbasl keghran sc0ap.tahun
' 

i,ifirln t6paoa litanteilGuberirur/BupattrWallltd'dengan bmbusan
l€Pqde:
T'ilJned oan guborirur apabh IUP operasl Produlail yang dnetbiil€n

oleh bupail/hralft@
1 M;nfii dan bwadtua&o& apablla IUP oparasl Produld lang

. 
dfterbtu<anofehgubarun 

%b
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1 guberilrr dan b0psdl,yalfl€h apable IUP Op€rasl Pmdubl tEng
dftaltH(an oldl Menbil

9. menyarnpanq LapoEn lGghn Tdvrulamn yaIE hsrut dlaerahkan
drkn Jangl€ vEktu 30 (tba puM) had seFbh ald|h dd tiflrlan
blfltn socara berlcah kep€dr lrcnbdGuberur8pedlWafiobr
dengan brbusan lcpada
1 Manbri dan gubernr apabila IUP Operad fto<fukel dltorblt€n oleh

bqafl vall(oq
') M.ntad dan brysfltrdlkd apabih IUP OponEel Prcddcl d[e6lt(an

oleh gubemuq
J gubemui dan bupatltr,valllob apab0a IUP Operael Prcdulal

dbrbltlon oleh Manled.
10. a@a ld.rt .n bsbr Hltu pd|y"l|palen RKAB dan pdaporen

t.begdm|n. dlnal€ud psd..qk 8 (ddapdr) &n I (trnbI$) ur.hn d
ab!. bd.mpaul, mak k pda panaglm lLrP opora8l Pmdd€l akan
dbskan p€ftgat n tgtillb.

11. Monyampalkan Japoran prcdukd dan pernasaran oesual deruan
kebntuan peratuEn pon ldan€'undaryan

l2.rnenyampalken Rencan Pengsnbaqgan dan Polnbedaytan
MasyeEkst sekibr nilq/ah p€tbmbangan kepada
M€nbrl/Gubsrnur/BupdVVb0cotal

ls.m€ryampall(an RKrTL B€tap lahun sobelum penytmpabn RKAB
kepada Menterl/Gub€mur/Bupti/ WaIlGta',

l4.memenuhl ketEnhlan perpajalan s€sual dengan ketanhran pef,atran
penrrdanguhdangan.

f s.irimuayai turan ieap seihp bhun dan menrbayar royatty sesual
dengan kelenfu an peraturrn penndang-undangan.

't6.rn€n6mpa[€n iamhhn nHamasl E€b€lum melakukan kegbtan
produksl dan Enoana penutpan bmbary s&ral keleffran peratran
p€rundang-undangan.

'lT.menyampaikan RPT (Rencana Penufupan Tarnbang) 2 tahun sebalum
koghtan produkl berakhlr.

18. mengangkat seorang lGpala Teknft Tambarg yang boftanggung
lairab atas Keglabn |UP'Oporasl Prcduk8l (KonsEuksi, Produksl,

. Fengolahan Pemumlan dan Petgangkuhn Penlualan), Koselamatsn
dan lGs€hatan tGtJa Peftmbansan serta Pangielolaan Ltpkungan
Perlambangan;

lg.Keglatan produksl dlnutal apabf,a kapasiEs'produkel tetpaseng sudah
moncapal 70% yang dlrencanal(a4

20. permohtinan PerpanJangnn IUP untuk f.€glahn Ptodul(sl harus
. italukan 2 (dua) tahun sebelum berakhlrnya masa bdn Ll dergan

dleedal pemenuhan P€r8)rarahni
21. kelalalair atas kstentuan blsebut pda butlr 20, mengaldbatkan IUF

Operasl Prcduksl bgrakhlr menurul huhm dan segietra .usaha
p6rtdmbaman dihentil<an. Dalam langka waktu Paling larn I (€naml
buhn selak bera!6lmya kBputrsan hl Pemegang IUP Opera3l
Produksl 

-harur 
menga:nglat 

'kohrar 
s€O€18 iesuatu yang mer{adl

mttlknya, kecuali berdebenda/bangunan{angunan .yans'
dioamunakan urduk kepenthoan umum;

n A;a;lla dalam hngka'wattu eebagdnrana dlmaksud dalarn butr 2l'
pimcgang tUF 

-Operasl 
Prodrjcl tldak nelaksa.Elqn maka

barangraset p€megang IUP me{adl mm< pemetmh:
2g. Perpiang tUp bperasl Prodrisl harug mcnycdhkan data dan

lretds-nqan savaktl'{aktr apablh cllkehcndald oleh pemedntah;
2a. Panrcging IUP opensl Prodr.iltlt rprtolefrkan dan in*erkna apablh

osrnarlntah cayaktu.ffildu rrlalcican penpdagsU
zS. incnerapkan kaldah pcrbmbangan yang batrq
26,mcngeloh keuangan eesual dengan slstem akunbrd |tdonesp[ - l0-.vr
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27. mobpor*an 'pelakaanaan 
. p€ngcmbanoan dan pffibordsyaan

. masyaraht sslernpst 3a0aE badqb;
2E.mrngubmakan pcnnnhabn tonaga keda 8&mpat, barang, &n Fsadahm rng€d seqtnl de6un kffiran pdnatunan terudaneundangsq
2g.nonguffiiel(an penbelrn dahm negerl darl periguaaha.told nngade dl daarah brnaebut lclual dcrgan k€bnUan pcrAran perunUirni

un&ngan;
3O:mcnguhmakan slopdmal mmglftr penggunaan perueahaan Fsapertamba4gsn lokal dan/Ebu naEbnel
3l.dllerang melbsf(an anak perusahaen dan/atau dillaekrya dalam

tilang, ltsah. Jasa pa&mbangen dl WI,JP yang dlulahdtamya,
kecnl dengan fidn ltlenbrl.

3a ms@don dd d8n'p€ldcansan peqgunaan uratu ,asa penuniang
33, menyrrahkan cduruh dab yang dlpe|oldr. dart hadl 

'kcgilabn 
lup

Opste6l fuul(sl bpada Msntsd, gubemur, bupatltuiali<ob. dergan
tembusan kopadai
1 irenb.l dan gubcmur Fpablh IUP dibrbl8cai otdr bupa&tra[m;') Menbd dan bupd/halftob apabla IUP dftcrbld<an obh gr$cmr;
I gubemu dan bupa0Ailal[@ gpsbna UP dnelb$ran obh Menbd.;

S4.rrnyampakan proposd yary aelcrarg.l<trargrp tnenggar$arl€n
asp€k teknb, keuangan, proddsl dan pemasamn seft lhglcqlln
sebagal persyarabn pongaluan pemohonan'perpenjangan IUP
9perasl Produksl;

3s.marbed<an ganil rugl kepada pemegang hak abs tanah dan tegakan
yang iEoanggu aklbat kegHan IUP operasl Produksl;

36.menguiamakan pem€nuhan kebutuhan dabm noged (DMO) sesual
ketenijan perafu ran perundangundangan;

3T.penJualan pmdulai kepada efifad harus mengacu kepada harga
Pasat

38.konbak peniUahn langka paniang (minimal.3 tahun) harus mendepat
persetujuan terleblh dahulu dad Menteri:

39. perusahaan uaiib mengohh produkslnya dt dalam neg6.ii
40. pembangunan sarana dan pftlsanna pada l(oglatan kolF&uksl antara

liln melputi :
a. fasitihs-fasllitas dan peralatan pErhmbangan;
b. lnstatad den peralatrn peningftaian mufu rnheral/bauban;
o. tssilfra+{asllftas Bardar yang dapat mellpuf dolc'doh pehbuhan-

pelabuha$ damagaietmaga, iarnbatanjemb#n, bngl€tt*
bngkang, panecahpemecah . alr, fasmas-fasllas bir{nal,.

. Uenigfeflaniket, deiraMaorsh penhnbunan, gudan€:0r.dang,'
dan peralatan bongkar muat

. d. fasililae&stritaa bansporbsl dan komunikasl yang daPat meQuli
ialanJalan, JenrbatanJembabn, kapal*epal, Grllbtlr pelahfian
pdabuhan udan, relreL bmpat tertp€t pendarabn pe*at
hangar-lranggar, garasigarasl, porap*pornpa BBM, lbt!ftae.
hB[ibs radb dan bblomunlcasi seda fasfitas.{a3lfta! tsthgan
lelegraph dan blepon;

e- ped<otean yang dapat rrerguf, rumahflmah bmp4dr€gel, bko-
bko. sckolah€ekobh. runah sal.dt babr.leater den balulnan
laln, fadllhr.fasllilar dan.pE ahtah pegarval kontakbr bmas.*
tanggungBn p€gaural btEebut

t nsd4, tasllbgfaslllht ab dan rF .buar€an dan dapat meflFrd '
pembangldlpembaryld lcnaga [8til( o/rnS dapat b6ruP| @0a
alr, uap, ges, eu dhse|), tetingan*tll€an lbtflq thm.tla.n'
cclurarllairan aF, sbbtrtsblem' pen)redhatl af, dan qFbrr '

rlaHn'pefirbuanean lmMr (hltrrtD, alr buarcan pabdk fu -* l,
buangan nrnah langga; nny,
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. s .iasllltas-fasllltae laln-laln, y?ng dapat mellput namrn tktat( ffiahs ' .
bengket-bengkal mesln, bengkel-bengke! pengeooran, dan
reparas'6
semua fasllitas tambahan ahu fasllibg laln, pabrlk dan p€ralatan
yang dhnggap perlu aEu cocok unfuk operasl pengusahaan yang
berleltan dengan WUP stau untuk rnnyedlakan pelayanan &uberleltan dengan WUP stau untuk rnnyedlakan pelayanan &u
melaksanakan akf'libe.ddllbs pendulrung atau aKinbs Vang r 

'

. sifalnya insidenUl.

lSESuAr DENSAN KEWEMNGAT{,I"A)

*h

I$&9'Y,Ikraun
lli\\\ea
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